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 Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Bupati 
Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2018 terhadap Penerapan Tarif Sewa Rumah Susun 
Sederhana Sewa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo ini merupakan penelitian yang 
akan menjawab dua rumusan masalah; 1) Bagaimana penerapan tarif sewa 
menyewa yang terjadi di Rumah Susun Sederhana Sewa Wonocolo Kabupaten 
Sidoarjo? dan 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Peraturan Bupati Sidoarjo 
Nomor 24 Tahun 2018 terhadap Penerapan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana 
Sewa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo? 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dianalisa 
dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu 
teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, dengan dalam hal ini 
melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian di analisa 
dengan menggunakan teori hukum Islam yaitu teori ija>rah dan Peraturan Bupati 
Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2018 untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
 Hasil penelitian menyatakan dua hal bahwa yang pertama penerapan tarif 
sewa menyewa yang terjadi di Rumah Susun Sederhana Sewa Wonocolo 
Kabupaten Sidoarjo yaitu tidaklah sama rata antara lantai satu dengan lantai 
lainnya dan juga perbedaan penerapan tarif sewa menyewa kios yang digunakan 
untuk berjualan. Tarif yang dikenakan yaitu pada kamar susun unit paling atas, 
atau di lantai 5 sebesar Rp. 220.000,00 dari harga sewa Rp. 215.000,00 dan juga 
tarif sewa kios di lantai dasar yang harganya berbeda dengan ketentuan, yaitu 
disamaratakan sebesar Rp. 395.000,00 untuk satu area full.. Yang kedua ditinjau 
dari akad ija>rah, penerapan tarif sewa ini tidak sesuai dengan rukun ija>rah, yakni 
pada upah atau ujrahnya terdapat ketidaksesuaian tarif sewa yang dibebankan 
kepada penghuni berdasarkan peraturan yang menjadi acuan tarif tersebut 
diberlakukan. Akan tetapi ditinjau menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 
Tahun 2018 penerapan tarif sewa menyewa Rusunawa Wonocolo juga belum 
memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 5 ayat 3 pada peraturan 
tersebut, yang mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada. Maka 
menurut Peraturan Bupati Sidoarjo, praktik penerapan tarif yang berbeda 
tersebut tidaklah diperbolehkan karena akan merugikan pihak penyewa yang 
terbebani dengan tarif tambahan tersebut.  
 Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan bagi pihak pengelola 
Rusunawa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo agar dalam praktiknya menerapkan 
tarif sewa yang telah diatur dan ditentukan oleh Peraturan Bupati Sidoarjo agar 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan 
yang lainnya. Ketika salah satu membutuhkan dan tidak memiliki apa yang 
ia butuhkan, maka yang lain bisa membantu untuk memenuhinya. Manusia 
juga selalu terlibat dalam suatu akad atas hubungan mua>malah}. Mua>malah 
adalah interaksi atau hubungan timbal balik manusia dengan empat pihak, 
yaitu dengan Allah Swt, dengan sesama manusia, dengan lingkungan dan 
dengan dirinya sendiri.
1
 Sebagai umat Islam sudah sewajarnya kita 
menjalankan praktik mua>malah tidak hanya enggan menggunakan rasio akal 
semata, namun tetap memegang teguh ajaran Al-qur’an dan Al-hadits. 
Dalam syariat Islam dibahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan 
dengan perbuatan manusia. Hukum tersebut mengatur dua macam hal, yakni 
hukum ibadat dan hukum mua>malah. Hukum ibadat mengatur hubungan 
manusia dengan Tuhan, seperti wajibnya perintah shalat, zakat, dan puasa. 
Sedangkan hukum mua>malah mengatur hubungan manusia antara satu 
dengan yang lain, seperti halalnya jual beli, sewa menyewa, hibah, dan lain 
sebagainya yang menjadi kajian ilmu fiqih.
2
 
                                                          
1
 M. Quraish Shihab, Fatwa-Fatwa Quraish Shihab Ibadah dan Muamalah (t,tp, t.p,t.t), 7. 
2
 Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Fikih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam (Jakarta: 
Amzah, 2010), 3. 



































Salah satu ruang lingkup mua>malah} adalah sewa menyewa (ija>rah}). 
Menurut Sayyid Sabiq, ija>rah diartikan adalah suatu jenis akad untuk 
mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
3
 Pengertian di atas 
menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah 
pengambilan manfaat suatu benda. Berkaitan dengan hal ini, benda yang 
berkaitan dengan objek sewa tidak berkurang sama sekali karena yang 
berpindah hanyalah manfaat dari benda tersebut. Contoh dari manfaat 
barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, 
pelukis.
4
 Ketika akad ija>rah sah, pihak penyewa berhak mendapatkan upah 
karena ija>rah adalah barter. Dijelaskan juga dalam Al-Qur’an, surah Al-
Baqarah ayat 233 sebagai berikut
5
: 
 َلِماَك ِْيَْلْوَح َّنُىَدَلََْوا َنْعِضْر ُي ُتَدِلاَوْلاَو ّمِتُّي َْناَدََرا ْنَمِل ِْيْ  ُوَلِدْوُلْوَمْلا َلَعَو َةَعاَضَّرلا   
 َّنُه ُقِْزر ٌُدلْوَمَلََواَىِدَلَوِبٌةَدِلاَوَّراَضُتَلَ اَهَعْسُو َّلَِا ٌسْف َن ُفَّلَكُتَلَ ِفْوُرْعَمْلِاب َّنُه ُتَوْسَِكو  
  َحَانُج َلََف ٍرُوَشَتَو اَمُه ْ ن ّْم ٍضاَر َت ْنَع الَ اَصِفاَدَاَراْنَِاف َكِلَذ ُلْثِم ِثِراَوْلا َلَعَو ِهِدَلَوُِب َّلَّ
 َا ْنِاَو اَمِهْيَلَع ْمُتْي ََتا ا َّم ْمُتْمَّلَس اَذِا ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلََف ْمَُكدَلََْوااْوُعِضْر َتْسَت َْنا ُّْتُّْدَر  
  ٌر ْ يِصَب َنْوُلَمْع َت َابِ َللها ََّنااْوُمَلْعاَو َللهاْوُقَّ تاَو ِفْوُرْعَمْلِاب  
‚Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah 
menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang 
tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 
karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. 
Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin 
menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka 
                                                          
3
 Sayyid Sabiq,  Fikih Sunah 13, alih bahasa H.Kamaluddin A.Marzuki, Cet.10 (Bandung: Al-
Ma’arif, 1996), 15. 
4
 Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis,  Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar 
Grafika, 1993), 52. 
5
 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemah Bahasa Indonesia (Bandung: Diponegoro, 2005), 
37. 



































tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu 
kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran 
dengan cara yang patut. Bertaqwalah kepada Allah SWT, sungguh Dia Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan‛. 
 
Di era yang serba modern, rumah merupakan salah satu kebutuhan 
pokok yang wajib dimiliki. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar 
manusia, dan merupakan faktor penting dalam meningkatan harkat dan 
martabat manusia yang idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga. 
Sehubungan dengan hal tersebut, upaya pembangunan perumahan dan 
pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan yang layak 
huni bagi masyarakat.  
Di samping itu pula, pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi juga 
tidak diimbangi dengan bertambahnya lahan yang semakin terbatas. Lahan 
yang semakin terbatas menyebabkan kebutuhan rumah tetap menjadi 
kebutuhan utama manusia. Konsep penyelenggaraan perumahan dengan 
sistem landed house6 (rumah tapak) sudah mulai bergeser ke konsep strata 
title7 (rumah susun). Pembangunan rumah sudah mulai bergeser dari 
pembangunan horizontal menjadi pembangunan vertikal. 
                                                          
6 Landed house adalah bangunan rumah yang bagian huniannya berada langsung di atas 
permukaaan tanah yang terdiri dari 1 (satu) lantai atau 2 (dua) lantai dengan kepemilikan dan 
dihuni oleh pihak yang sama. Puryono, Jenis rumah berdasarkan target konsumen, 
http://panduanbisnisproperti.com/jenis-rumah-berdasarkan-target-konsumen, diakses pada 
15/2/2019 jam 11.00. 
7
 Strata title adalah hak milik atas satuan rumah susun (sarusun) atau hak kepemilikan bersama  
atas sebuah kompleks bangunan yang terdiri dari hak eksklusif atas ruang pribadi serta hak 
bersama atas ruang publik. Anto Erawan, Kamus Properti: Apakah Strata Title Itu?, 
https://www.rumah.com/berita-properti/2013/10/5597/kamus-properti-apakah-strata-title-itu, 
diakses pada 15/2/2019 jam 11.20 



































Pemerintah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perumahan 
dan kawasan permukiman, tak terkecuali dengan Pemerintah Sidoarjo. Peran 
pemerintah dijalankan melalui fungsi pembinaan sesuai dengan tanggung 
jawab dalam penyelenggaraan dan kawasan permukiman. Dengan demikian 
pemerintah dituntut untuk memberikan fasilitas berupa perumahan yang 
murah dan nyaman yang harga sewanya dapat dijangkau oleh kalangan 
masyarakat berpenghasilan rendah.
8
 Untuk itu, pemerintah kota Sidoarjo 
khususnya membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang 
ditujukan bagi masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya yang belum memiliki 
tempat tinggal tetap. Yang mana tarif sewa yang dikenakan pada masing-
masing rusunawa juga berbeda-beda.  
Dan diatur dalam Peraturan Bupati Sidoarjo No. 24 Tahun 2018 
tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kabupaten Sidoarjo 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa 
adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu 
lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara 
fungsional, dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan 
satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, 
status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran 
                                                          
8
 Pasal 1 angka 14 UURS mengatur bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah  
masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli, sehingga perlu mendapat dukungan 
pemerintah untuk memperoleh sarusun umum. 



































Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian, 
tiap satuan rumah susun dilakukan berdasarkan perjanjian sewa 
menyewa rumah susun. 
2. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah 
nominal uang sebagai pembayaran atas sewa rusunawa dan atau sewa 
bukan hunian rusunawa untuk jangka waktu tertentu.  
3. Uang Jaminan Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk 
sejumlah nominal uang sebagai dana cadangan/saving apabila penyewa 
menunggak membayar sewa bulanan atas sewa rusunawa.  
4. Perjanjian Kontrak Sewa Rusunawa adalah Perjanjian sewa menyewa 
Rusunawa antara penghuni dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 
Di bawah naungan Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya dan 
Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, salah satunya UPT (Unit Pelaksana Teknis) 
Rusunawa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo ini, telah mengimplementasikan 
akad sewa menyewa (ija>rah). Objek yang disewakan adalah kamar susun 
pada rusunawa. Dan pada rusunawa Wonocolo terdapat 4 (empat) blok, 
yakni blok A, blok B, blok C, dan blok D. Blok A dan blok B tergolong 
bangunan lama, sedangan blok C dan blok D merupakan bangunan baru. 
Setiap blok terdiri atas 5 (lima) lantai, lantai pertama terdiri atas 3 (tiga) 
unit kamar, musholla, perpustakaan, taman, parkiran, dan ruang tamu. 
Sedangkan untuk lantai 2 (dua) hingga lantai 5 (lima) terdiri atas masing-



































masing  24 (dua puluh empat) kamar yang mana tiap-tiap lantai wajib 
dikosongkan 1 (satu) kamar sebagai kamar darurat.
9
 
Pelaksanaan sewa menyewa unit di rusunawa Wonocolo yang terjadi 
adalah kamar susun yang menjadi objek sewa menyewa. Yang mana sesuai 
dengan kesepakatan awal yang terjadi adalah akad sewa menyewa. Calon 
penghuni yang akan menempati kamar susun diwajibkan untuk menyetor 
surat-surat identitas, antara lain fotocopy KTP dan KK, surat keterangan 
belum mempunyai rumah, surat keterangan penghasilan, dan pas foto 4 x 6 = 
2 lembar. Yang mana surat-surat tersebut dibawa ketika datang ke rusunawa, 
calon penghuni juga wajib mengisi formulir pendaftaran, melengkapi 




Di samping persyaratan sewa menyewa, tentu ada juga tarif sewa yang 
dikenakan oleh orang yang menyewakan kepada penyewa. Merujuk pada 
Peraturan Bupati (PERBUP) No. 24 Tahun 2018, tarif rusunawa harus sesuai 
dengan biaya operasional, pemeliharaan, perawatan dan investasi. Karena 
Peraturan Bupati tersebut akan mengatur besaran tarif yang nantinya 
dipakai. Namun, pada prakteknya ada perbedaan tarif yang dikenakan yaitu 
pada kamar susun unit paling atas, atau di lantai 5 sebesar Rp. 220.000,00 
dari harga sewa Rp. 215.000,00 dan juga tarif sewa kios di lantai dasar yang 
harganya berbeda dengan ketentuan, yaitu disamaratakan sebesar Rp. 
                                                          
9
 Madiyana, Ketua Pengelola Rusunawa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 27 
Maret 2019. 
10
 Ibid, Madiyana, Sidoarjo, 27 Maret 2019. 



































395.000,00 untuk satu area full.
11
 Perbedaan inipun ada dua macam, semakin 
murah dan semakin mahalnya tarif dari ketentuan. Hal ini tentu saja tidak 
sesuai dengan Peraturan Bupati yang ada meskipun penerapan tarif di lantai 
1 hingga lantai 4 tidak ada tambahan atau sesuai dengan peraturan yang ada.  
Hakikat sewa menyewa merupakan jual beli atas manfaat suatu objek 
akad tanpa adanya penambahan atau pengurangan biaya di luar ketentuan 
yang sudah ditentukan selama masa penyewaan berlangsung. Karena objek 
sewa menyewa adalah kamar susun pada rusunawa, maka pemilik rusunawa 
hanya berhak sebatas kepemilikan unit kamar susun tersebut. Untuk 
pemanfaatan sepenuhnya adalah hak penyewa. 
Berangkat dari latar belakang di atas, penulis bermaksud mengkaji 
tentang penerapan tarif dalam akad sewa menyewa yang terjadi di Rumah 
Susun Sederhana Sewa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo. Penulis mengkaji 
tentang penerapan tarif dalam akad sewa menyewa rusunawa dari sudut 
pandang hukum Islam dan peraturan bupati, maka penulis melakukan 
penelitian dan penyusunan dengan judul ‚Tinjauan Hukum Islam dan 
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2018 terhadap Penerapan Tarif 
Sewa Rumah Susun  Sederhana  Sewa  Wonocolo  Kabupaten  Sidoarjo‛.  
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Identifikasi dan batasan masalah menjelaskan kemungkinan-
kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan 
melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya, kemungkinan 
                                                          
11
 Ibid, Madiyana, Wawancara, Sidoarjo, 27 Maret 2009. 



































yang dapat diduga sebagai masalah, kemudian ruang lingkup masalah yang 
telah diidentifikasi itu dibatasi dalam rangka menetapkan batas-batas 
masalah secara jelas, sehingga mana yang masuk dan mana yang tidak masuk 
dalam masalah yang akan didekati dan dibahas. Identifikasi dan batasan 
masalah ditulis dengan kalimat deklaratif. 
Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 
masalah-masalah yang muncul bisa dikaji adalah sebagai berikut: 
1. Praktik sewa menyewa kamar susun di Rusunawa Wonocolo Kabupaten 
Sidoarjo. 
2. Awal mula adanya perjanjian sewa menyewa rusunawa. 
3. Penerapan tarif sewa yang berbeda dan tidak sesuai dengan Peraturan 
Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tarif Sewa Rusunawa di 
Kabupaten Sidoarjo. 
Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, penulis perlu menjelaskan 
batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini 
agar terfokus dan terarah. Adapun batasan dalam skripsi ini adalah: 
1. Penerapan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Wonocolo 
Kabupaten Sidoarjo. 
2. Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 
2018 terhadap Penerapan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa 
Wonocolo Kabupaten Sidoarjo. 
 
 



































C. Rumusan Masalah 
Dari batasan masalah di atas dan untuk memberikan arah yang jelas, 
maka penulis dapat merumuskan masalah ini dalam bentuk pertanyaan 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana Penerapan Tarif Sewa Menyewa yang terjadi di Rumah 
Susun Sederhana Sewa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo ? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 
24 Tahun 2018 terhadap Penerapan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana 
Sewa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo ? 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan 
pengulangan atau duplikat dari kajian atau penelitian yang telah ada.
12
 
Penelitian tentang penerapan tarif sewa rusunawa ini bukanlah yang pertama 
dilakukan, ada penelitian yang dilakukan dan mirip dengan penelitian yang 
diteliti oleh peneliti lain, antara lain sebagai berikut : 
1. Skripsi yang ditulis Mega Laras Sakti, ‚Perjanjian Sewa Menyewa 
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Iringmulyo Kota Metro‛, 
penelitiannya adalah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rusunawa 
Iringmulyo antara pihak pengelola dengan pihak penyewa yang mana 
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian sewa 
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 Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya: Fakultas 
Syariah,  2016), 8. 



































menyewa timbul dikarenakan adanya kesepakatan antara kedua belah 
pihak, sehingga menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak. Faktor 
pendukung dalam pelaksanaan perjanjian tersebut berupa perjanjian 
dibuat secara tertulis, proses penyewaan mudah, dan adapun 
permasalahan yang terjadi antar penghuni diselesaikan secara cepat. 
Sedangkan faktor penghambatnya berupa kurangnya kesadaran hukum, 
adanya pengenaan biaya tambahan, terjadinya pelanggaran yang 
dilakukan kedua belah pihak.
13
 Persamaan penelitian ini dengan 
penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada obyek 
pembahasan yakni sewa menyewa rusunawa. Sedangkan perbedaannya 
terletak pada masalah yang akan dikaji, penelitian Mega Laras Sakti 
lebih cenderung kepada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rusunawa 
saja, adapun penulis penelitiannya lebih fokus terhadap penerapan tarif 
sewa rusunawa yang mengacu pada Peraturan Bupati setempat. 
2. Skripsi yang ditulis Rifkhianto Ramadhan, ‚Upaya Perlindungan Hukum 
Bagi Penyewa Yang Melakukan Wanprestasi Atas Perjanjian Sewa 
Menyewa Rumah Susun Sederhana Di Kab. Bantul‛, penelitiannya 
adalah bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan pengelola 
dalam kasus wanprestasi oleh penyewa rumah susun dan mengetahui 
apakah penyelesaian kasus wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa 
rusun sudah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan Perda Nomor 06 
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana di Kab. 
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 Mega Laras Sakti, ‚Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 
Iringmulyo Kota Metro‛ (Skripsi--Universitas Lampung, 2018). 



































Bantul. Adapun hasil penelitian tersebut adalah pengelola telah 
melakukan beberapa upaya perlindungan hukum dan penyelesaian bagi 
penyewa yang melakukan wanprestasi. Namun demikian pihak pengelola 
tetap menerapkan sanksi yang tegas bagi pihak penyewa wanprestasi 
tanpa membedakan dengan penyewa lainnya. Dalam penerapan sudah 
berdasarkan pada asas-asas itikad baik, kepercayaan, kepatutan, dan 
kepastian hukum. Dalam penyelesaian kasus tersebut bahwa pihak 
pengelola sudah menerapkan sebagaimana rumusan masalah di atas. 
Sedangkan dalam proses penyelesaian pada kasus wanprestasi masih 
terdapat hambatan seperti masih ada yang tidak membayar sanksi denda, 
pihak pengelola memberikan teguran dan peringatan tetapi hanya 
diabaikan, keterlambatan pembayaran sewa air dan listrik.
14
 Persamaan 
penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 
terletak pada obyek pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang 
sewa menyewa yang terjadi di rusunawa. Sedangkan perbedaan terletak 
pada penerapan, yakni penelitian yang ditulis oleh Rifkhianto Ramadhan 
lebih cenderung kepada upaya perlindungan hukum bagi penyewa yang 
melakukan wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa rumah susun 
sederhana di Kab. Bantul, adapun penulis lebih cenderung kepada 
penerapan tarif sewa rusunawa Wonocolo yang mana harga sewanya 
tidak sesuai dengan peraturan yang ada. 
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 Rifkhianto Ramadhan, ‚Upaya Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Yang Melakukan 
Wanprestasi Atas Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Di Kab. Bantul‛  
(Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2017). 



































3. Tesis yang ditulis Rizki Trianto, ‚Sewa Menyewa Satuan Rumah Susun 
Sederhana Sewa (Rusunawa) Untuk Penyediaan Hunian Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah Di Kota Padang‛, penelitiannya adalah 
bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa satuan 
rumah susun (rusunawa) yang dilakukan oleh Pemkot Padang dimana di 
dalamnya mencakup sewa menyewa yang merupakan suatu perjanjian 
konsesual. Adapun hasil penelitian tersebut adalah bahwasanya kendala-
kendala dalam menyelesaikan perkara tersebut secara klarifikasinya 
dilakukan dengan berbagai tahapan-tahapan sebagaimana dengan 
melewati tahapan mediasi, kesepakatan yang nantinya timbul suatu titik 
terang yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran dalam 
pelaksanaan perjanjian.
15
 Persamaan penelitian ini dengan penelitian 
yang dilakukan oleh penulis terletak pada obyek pembahasannya yaitu 
sewa menyewa rusunawa. Sedangkan perbedaannya terletak pada 
tujuannya, pada penelitian yang ditulis oleh Rizki Trianto lebih mengacu 
pada subyek yang diteliti yakni masyarakat berpenghasilan rendah, 
sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus 
terhadap penetapan tarif sewa yang ada di Rusunawa Wonocolo.    
Berdasarkan dari penelitian yang sudah ada, pada penelitian ini lebih 
menekankan pada penerapan tarif sewa menyewa yang terjadi di rusunawa 
Wonocolo yang berbeda dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 24 Tahun 
                                                          
15
 Rizki Trianto, ‚Sewa Menyewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Untuk 
Penyediaan Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Padang‛ (Tesis--Universitas 
Andalas, 2016). 



































2018 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di 
Kabupaten Sidoarjo yang telah ditetapkan.  
E. Tujuan Penelitian 
Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, 
penelitian ini bertujuan : 
1. Untuk mengetahui Penerapan Tarif Sewa yang terjadi di Rumah Susun 
Sederhana  Sewa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo.  
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan 
Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2018 terhadap Penerapan Tarif Sewa 
yang terjadi di Rumah Susun Sederhana Sewa Wonocolo Kabupaten 
Sidoarjo. 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan 
mempunyai nilai tambah dan manfaat baik serta dapat memberikan manfaat 
teoritis maupun praktis antara lain : 
1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk 
memperluas dan menambah ilmu pengetahuan dan menyempurnakan 
teori yang sudah ada. 
2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan 
pertimbangan dan masukan, khususnya terhadap pengelolah dan 
penghuni Rusunawa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo.  
 
 



































G. Definisi Operasional 
Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 
variabel dengan cara memberikan arti.
16
 Untuk mendapatkan gambaran yang 
jelas dan menghindari kesalahan pemahaman pembaca dalam mengartikan 
judul skripsi ini. Maka penulis mengemukakan secara terperinci maksud 
judul mengenai ‚Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Bupati Sidoarjo 
Nomor 24 Tahun 2018 terhadap Penerapan Tarif Sewa Rumah Susun 
Sederhana Sewa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo.‛ , sebagai berikut :  
1. Hukum Islam adalah aturan-aturan yang mengatur tentang kehidupan 
manusia yang berdasarkan Al-qur’an dan Al-hadits serta Ijma’ para ulama 
mengenai sewa menyewa (Ija  rah), jika permasalahan itu tidak dijelaskan 
dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits.  
2. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2018 adalah Peraturan 
Perundang-undangan tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa 
di Kabupaten Sidoarjo. 
3. Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa adalah suatu akad sewa menyewa 
kamar susun pada bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam 
suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan 
secara fungsional, dalam arah horizontal maupun vertikal dan 
merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara 
terpisah, dengan fungsi utamanya sebagai hunian, yang mana tarif 
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 Moh. Nazir, Metode Penelitian  (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 152. 



































sewanya dibayarkan tiap bulan pada masing-masing kamar yang disewa 
oleh penghuni. 
H.  Metode Penelitian 
Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-
langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan 
dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan 
selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena metode ini sangat 
menghubungkan peneliti dan responden secara langsung. Dengan 
menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bisa 
memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan. Teknik untuk 
mendapatkan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Untuk menghasilkan gambaran yang maksimal terkait ‚Tinjauan 
Hukum Islam dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2018 terhadap 
Penerapan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Wonocolo Kabupaten 
Sidoarjo‛, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah-
langkah tersebut terdiri dari : 
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Rusunawa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo 
yang terdapat masalah dalam penerapan tarif sewa yang dilakukan di 
rusunawa tersebut. 



































2. Data yang dikumpulkan17 
a. Data Primer  
1) Data tentang penerapan tarif sewa rusunawa di Rusunawa 
Wonocolo Kabupaten Sidoarjo.  
2) Data tentang objek sewa rusunawa di Rusunawa Wonocolo 
Kabupaten Sidoarjo.  
3) Data tentang fungsi objek sewa di Rusunawa Wonocolo 
Kabupaten Sidoarjo.  
4) Data hukum Islam dan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Tarif 
Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kabupaten 
Sidoarjo. 
b. Data Sekunder 
1) Profil Rusunawa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo. 
2) Sejarah Rusunawa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo. 
3) Produk Rusunawa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo. 
3. Sumber Data 
a. Sumber Primer 
Sumber primer adalah sumber yang langsung berkaitan dengan 
obyek penelitian.
18
 Penyusun dalam penelitian ini menggunakan, 
antara lain: 
1) Pihak yang menyewakan (mu’jir) 
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 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
2011),31. 
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2) Pihak yang menyewa (musta’jir) 
3) Saksi yang mengetahui perjanjian sewa. 
b. Sumber sekunder  
       Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh melalui pihak 
lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. 




1) Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fikih Muamalah Sistem 
Transaksi Dalam Fikih Islam 
2) Prof. Dr. H. Rachmat Syafe’i, M. A.,  Fiqih Mua  malah 
3) Peraturan Bupati Sidoarjo No. 24 Tahun 2018 tentang Tarif Sewa 
Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Sidoarjo. 
4) Dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang tepat dalam pengumpulan data, maka 




a. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan 
dengan sistematik mengenai fenomena yang diselidiki, agar dapat 
memperoleh data yang akurat dan valid untuk menyusun penelitian. 
Dengan observasi ini peneliti ingin melihat dan mengamati sendiri, 
kemudian mencatat perilaku dan kejadian atau fenomena dan 
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 Saifuddin Azwar,  Metode Penelitian  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91. 
20
 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 64. 



































praktik lapangan yang terjadi sebagaimana sebenarnya yang terjadi 
di Rusunawa Wonocolo tentang penerapan tarif sewa rusunawa 
yang sedang berlangsung. 
b. Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih 
yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau 
sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.
21
 Melakukan 
wawancara langsung kepada para pihak yang terkait dalam 
pengelolaan rusunawa, yakni pengelola rusunawa dan penyewa 
rusunawa. Dengan metode ini diharapkan peneliti mendapatkan 
keterangan lebih lanjut dan mendalam sehingga dapat dijadikan 
data. 
c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa 
catatan, dokumen, dan sumber data lainnya.
22
 Sumber-sumber yang 
berkaitan dengan masalah penerapan tarif sewa rusunawa yang akan 
dibahas. 
5. Teknik Pengolahan Data. 
Setelah data berhasil dikumpulkan dari lapangan maupun penulisan. 
Maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan-
tahapan sebagai berikut: 
a. Organizing, yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis 
menurut kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya. 
Kegiatan ini akan dilakukan ketika data sudah secara lengkap 
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 Sudarwan Danim,  Menjadi Peneliti Kualitatif  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 64. 
22
 Sugiyono,  Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: CV Alfabeta, 2010), 82. 



































didapat untuk kemudian dilakukan penulisan dengan menyusun data-
data tersebut dari pihak pengelolah Rusunawa Wonocolo ataupun 
hasil wawancara dari beberapa pihak yang diperlukan seperti 




b. Editing, yaitu data yang sudah dikumpulkan tersebut lalu diperiksa 
kembali secara cermat. Pemeriksaan tersebut meliputi segi 
kelengkapan sumber informasi, kejelasan makna, kesesuaian dan 
keselarasan antara satu dan yang lainnya, relevansi dan keseragaman, 
serta kesatuan kelompok data kembali data yang diperoleh.
24
 Data-
data yang  telah didapat dari observasi akan diperiksa untuk 
dijadikan bahan penulisan skripsi tentang penerapan tarif sewa 
rusunawa baik dari pengelolah rusunawa ataupun penyewa 
rusunawa. 
c. Analizing, yaitu menganalisa data-data tersebut sehingga diperoleh 
kesimpulan-kesimpulan tertentu.
25
 Tahap ini merupakan tahap akhir 
setelah data yang ada di Rusunawa Wonocolo telah terkumpul, 
dengan beberapa teori yang dibutuhkan maka kegiatan analisis untuk 
penelitian bisa dilaksanakan. 
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6. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif analisis dengan pola 
pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa 
adanya, dengan dalam hal ini data tentang praktek sewa menyewa rumah 
susun sederhana sewa (rusunawa) Wonocolo Kabupaten Sidoarjo. 
Kemudian dianalisa menggunakan teori hukum Islam yaitu teori ija rah. 
Sedangkan, pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari 
variabel yang bersifat umum, dalam hal ini teori ija rah dan Peraturan 
Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2018 yang kemudian diaplikasikan 
kepada variabel yang bersifat khusus (sewa menyewa rusunawa).   
Kemudian untuk Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 
menggunakan alur berpikir deduktif,
26
 yang berasal dari kedua hukum 
tersebut, kemudian diteliti dengan fakta yang ada di lapangan yakni di 
Rusunawa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo  yang menerapkan tarif sewa, 
dan keadaan sebenarnya yang ada di lapangan yang dapat dijadikan suatu 
kesimpulan. 
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis sehingga mudah 
dipahami, maka penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab 
sebagai berikut : 
Bab pertama berisi tentang bab pendahuluan yang berisi latar 
belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian 
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pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua berisi tentang teori sewa menyewa (ija  rah) dalam hukum 
Islam, landasan hukumnya, rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad 
sewa menyewa, berakhirnya sewa menyewa dan hal-hal yang menghentikan 
akad sewa menyewa, serta hikmahnya berdasarkan Hukum Islam dan 
Peraturan Bupati Sidoarjo No. 24 Tahun 2018 tentang tarif sewa di 
Rusunawa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo. 
Bab ketiga berisi pelaksanaan praktik penerapan tarif sewa yang ada di 
Rusunawa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo. Dalam bab ini berisi gambaran 
umum dan pelaksanaan praktik penerapan tarif sewa rusunawa dengan 
mengambil beberapa sample data dari penghuni rusunawa di Rusunawa 
Wonocolo.  
Bab keempat berisi tentang Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan 
Bupati Sidoarjo No. 24 Tahun 2018 tentang Tarif Sewa Rumah Susun 
Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kabupaten Sidoarjo. Dalam bab ini berisi 
tentang analisis praktik penerapan tarif sewa menyewa yang berlangsung di 
Rusunawa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo.  
Bab kelima berisi tentang penutup yang mana penyusun akan 
mengambil suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. Analisis penulis 
terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini 
kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang dapat dipertimbangkan.  


































SEWA MENYEWA (IJA>RAH}) DALAM HUKUM ISLAM DAN 
PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 24 TAHUN 2018 
TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 
DI KABUPATEN SIDOARJO 
 
A. Teori Sewa Menyewa (Ija>rah) dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Ija>rah  
Sewa menyewa atau ija>rah berasal dari kata   َرَجأ yang sinonimya: 
a. يَرَْكأ yang artinya menyewakan, seperti terdapat pada dalam kalimat 
ءيّشلا َرَجأ (menyewakan sesuatu). 
b. اارْجَأ ُهَاطَْعأ yang artinya ia memberinya upah, seperti terdapat pada 
kalimat اَذَك يَلَع اان َلَُفَرَجَأ (ia memberikan kepada si Fulan upah sekian). 
c. ُ َهبَاَثأ yang artinya memberikan pahala, seperti terdapat pada kalimat 
ُ اللَرََجأُ  ٌَ َْ َْ ُ  (Allah memberikan pahala kepada hamba-Nya).1 
Ija>rah menurut Ali Fikri ialah  ِةَعَف ْ نَ
لما ُعْي َبَْوُأءَرَكلا yang artinya sewa 
menyewa atau jual beli manfaat.2 Adapun ija>rah menurut Sayyid Sabiq 
ialah: 
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 Ibrahim Anis, et.al., Al-Mu’jam Al-Wasith, Juz 1, Dar Ihya At-Turats Al-‘Arabiy, Kairo, cet. I, 
1972, hal. 6.  



































 َنِم ُة َّق َتْشُم َُةراَجِلإااارْجَأ ُباَوَّ ثلا َيّْسُ ُوْنِمَو ،ُضَوِعْلاَوُىَِورْجَلأا  
Ija>rah diambil dari kata ‚Al-Ajr‛ yang artinya ‚iwadh (imbalan), dari 
pengertian ini pahala (tsa>wab) dinamakan ajr (upah/pahala).3  
Dalam fiqh muamalah, sewa menyewa disebut dengan kata ija>rah. 
Ija>rah berasal dari kata ‚al-ajru‛ yang secara bahasa berarti ‚al-‘iwadhu‛ 
yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara’, ija>rah ialah suatu jenis 
akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
4
 
Lafadz ija>rah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau 
imbalan. Dalam arti yang luas, ija>rah bermakna suatu akad yang berisi 
penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah 
tertentu. Ija>rah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam 
memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak 
atau menjual jasa penginapan dan lain-lain. 
Secara etimologi para ulama fiqih mengemukakan beberapa 
definisi tentang al-ija>rah, yakni5: 
a. Ulama Syafi’iyah 
 ِلْذَبِْلل ٍةَِلب َاق ٍةَدْوُصْقَم ٍةَمْوُلْعَم ٍةَعَف ْ نَم ىَلَع ٌدْقَع ٍمْوُلعَم ٍضَوِِعب ِةَح َابِلإْاَو.  
(Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat 
mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu) 
 
                                                                                                                                                               
2
 Ali Fikri, Al-Mu’amalat Al-Maddiyyah wa Al-Adabiyyah, Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir, 
cet. I, 1358 H, hal. 85. 
3
 Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet, III, 1981, hal. 198. 
4
 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 13, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 15 
5
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta:Gaya Media Pratama,Cet,1,2000), hal. 228. 



































b. Ulama Hanafiyah  
 ٍض َوِِعب ِعِفاَنَم ىَلَع ٌدْقَع 
(Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan) 
c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah 
 ٍضَوِعِب ٍمْوُلْعَم َة َّدُم ٍةَحاَبُم ٍءْيِش ِعِفاَنَم ُكْيِْلَتَ 
(Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu 
tertentu   dengan suatu imbalan) 
d. Syaikh Abu Bakar al-Jaza’iri 
Ija>rah merupakan akad terhadap suatu manfaat dalam jangka 
waktu tertentu dengan bayaran tertentu.
6
 
e. Muhammad Shalih al Munajjid 
Ija>rah adalah akad atas manfaat (jasa) yang dibenarkan dengan 
takaran yang diketahui dan dalam waktu yang telah ditentukan.
7
  
f. Zainudin Ali 
Dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia, ija>rah adalah 
suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang 
mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil 
manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.
8
 Dari 
berbagai pendapat yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan 
                                                          
6
 Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, Minhajul Muslim, Mustofa ‘Aini, (Jakarta:Darul Haq, 2016),   
hal. 678. 
7
 Muhammad Shalih al munajjid, Intisari Fiqih Islami, Nurul Mukhlisin, (Surabaya: Fitrah  
Mandiri Sejahtera,2007),  hal. 159. 
8
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika,2006), hal. 150. 



































bahwa ija>rah merupakan pengambilan manfaat suatu benda, dalam 
hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, 
dalam praktik sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat 
dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada 
pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu 
benda, penyewa berkewajiban memberikan upah atau bayaran.  
Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa ija>rah merupakan 
suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang 
melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat 
oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban 
antara keduanya.  
Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan diistilahkan 
‚mu’ajjir‛, sedangkan penyewa disebut ‚musta’jir‛, dan benda yang 
disewakan disebut ‚ma’jur‛. Imbalan atas pemakaian manfaat disebut 
‚ajran‛ atau ‚ujrah‛.9 Perjanjian sewa-menyewa dilakukan sebagaimana 
perjanjian konsensual lainnya, yaitu setelah berlangsung akad, maka 
para pihak saling serah terima. Pihak yang menyewakan (mu’ajjir) 
berkewajiban menyerahkan barang (ma’jur) kepada penyewa (musta’jir) 
dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (ujrah). 
2. Dasar Hukum Ija>rah 
Ija>rah dalam bentuk sewa menyewa atau bentuk upah mengupah 
merupakan kegiatan muamalah yang telah disyari’atkan dalam Islam. 
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 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian Islam. Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 
1994), hal. 92. 



































Hukum asal ija>rah menurut jumhur ulama’ adalah mubah atau boleh bila 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’ 
berdasarkan al-Qur’an, Hadits, dan ketetapan Ijma’ Ulama’.10 
Adapun dasar-dasar hukum yang diperbolehkan dengan adanya 
praktik akad ija>rah adalah al-Qur’an, as-Sunnah dan al-Ijma’.  
a. Al-Qur’an 
1) Dalam al-Qur’an ditentukan kebolehan memperkerjakan orang lain 
kemudian memberikan upah pekerja tersebut berupa menikahkan 
anaknya, sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an surah al-Qashash 
ayat 26 : 
 ُْيِْمَْلأا ُّىِوَقْلا َتْرَجْئَتْسا ِنَمَر ْ يَخ َّنِا ُهْرِجْئَتْسا ِتَب اَئ َي َاُهَُدْحِا ْتَلَاق  
Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ‚Ya 
Bapakku ambilah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dipercaya‛.11 
 
2) Dalam al-Qur’an juga terdapat penjelasan bahwa antara seseorang 
dengan orang lain hendaknya saling tolong menolong. Oleh karena 
itu, Allah meninggikan orang tersebut sebagaimana terdapat dalam 
al-Qur’an surah Az-Zukhruf ayat 32: 
 َضْع َب اَنْع َفَرَو اَي ْن ُّدلا ِةوَيَْلْا ِفِ ْمُه َتَشْيِع َّم ْمُه َن ْ ي َب اَنْمَسَق ُنَْنَ َكّْبَر َتَْحَْر َنْوُمِسْق َي ْمَُىا ْمُه
اَِّيرْخُس ا اضْع َب ْمُهَضْع َب َذِخَّتَيّْل ٍتَجَرَد ٍضْع َب َقْو َف  َنْوِعَمَْيَ اَّّْمٌِّر ْ يَخ َكّْبَر ُتَْحَْرَو   
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  Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al-Kattanie dkk, jilid 5, 
(Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 320. 
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Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 
kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas 
sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik 




3) Begitu pula dalam al-Qur’an ditentukan penjelasan bahwa 
memberikan upah karena menyusui anak, sebagaimana dalam surah 
al-Baqarah ayat 233: 
 ِفْوُرْعَمْلِاب ْمُتْي ََتا ا َّم ْمُتْمَّلَساَذِا ْمُكْيَلَع َحاَنُج َلََف ْمَُكدَلََْوااْوُعِضْر َتْسَت َْنا ُّْتُّْدََرا ْنَِاف 
 ٌر ْ يِصَب َنْوُلَمْع َت َابِ َوَّلل ا ََّنااْوُمَلْعاَو َوَّللاْوُقَّ تاَو 
Artinya: Jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak 
dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. 
Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 




Dengan demikian surah al-Baqarah ayat 233 di atas merupakan 
dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan sewa-
menyewa. Sebab pada ayat menyewa, oleh karena itu harus diberikan 





Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a Rasulullah saw bersabda: 
 َناَك ْوَلَو ُهَرْجَا ُوَمَجَح ىِذَّلا ىَطَْعاَو َمَّلَسَو ِوْيَلَع ىَّلَص ِوَّللا ُلْوُسَر َمَجَتْحِا
 ِوِطْع ُي َْلَا امَارَح 
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 Ibid, 444. 
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 Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, hal. 67. 



































Artinya: Berbekamlah dan beliau memberi upah kepada orang 
yang  berbekam itu, seandainya pembekamnya haram niscaya 




 ِإ ُوَّللا َلْوُسَر َرَج ْأَتسِإ ْتَل َق َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ُّبَِّنلا ُجْوَز اَه ْ نَع ُوَّللاَّيِضَر ُةَشِئاَع َّن 
 ِنْيِد ىَلَع َوُىَو اان ِْيزَح اايِداَى ِلْي َّدلا ِنَِب ْنِم الَُجَر ٍرْكَب ْو َُبأَو َمَّلَسَو ِوْيَلَع  اَع َفَدَف ٍشْيَر ُق
)ىراخبلا هاور( اَمِهْي َتَلِح َارِب ٍلاََيل َثَلََث َدْع َب ٍرْو َثَراَغ ُهاَدَعاَوَو اَمِهْي َتَلِح َْار ِوَْيِلإ 
Artinya: Sesunguhnya A’isyah ra. Istri Nabi Saw berkata: 
Rasulullah Saw dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan 
yang ahli dari bani ad-dil, sedang orang tersebut memeluk agama 
orang-orang kafir Quraisy, kemudian keduanya (Rasulullah Saw 
dan Abu Bakar) memberikan kendaraan keduanya kepada orang 
tersebut dan menjanjikannya di gua tsur sesudah tiga malam 




Pada hadits di atas dijelaskan bahwa Rasulullah Saw sendiri 
telah melakukan praktik ija>rah, yaitu dengan menyewa seseorang 
guna dipakai jasanya untuk menunjukkan jalan ke tempat yang 
dituju dan beliau membayar orang yang disewanya tersebut 
dengan memberikan kendaraannya. Dalam hal ini, Rasul tidak 
membeda-bedakan dari segi agama terhadap orang yang disewa 
atau dipakai jasanya. 
 ْىَو اَن َث َّدَح ىِقِسْم َّدَلا ِدِْيلَوْلا ُنْب َساَّبَعْلا اَن َث َّدَحةَّيِطَع ِنْب ِدْيِعَس َنْب ُب  َل َّسلا ّّيِم
 َلَاق :َلَاق َرَمُع ِنْب ِوَّللا ِدْبَع ْنَع ِوِْيَبأ ْنَع َمَلْسَأ ِنْب ِدْيَز ِنْب ِنَْحَّْرَلا ُدْبَع اَن َث َّدَح
 ُُوقَرَع َّف َِيَ ْنَأ َلْب َق ُهَرْجَأ َر ْ يِجَلأْلا اُْوطَْعأ :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ِوَّللا ىَّلَص ِوَّللا َلُسَر 
Artinya:  Diriwayatkan oleh Abbas bin Walid ad-Dimasyqy dan 
wahab bin Said bin Athiah As-Salamy dari Abdur Rahman bin Zaid 
bin Aslam dari bapaknya, dari Abdillah bin Umar berkata: Rasulullah 
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 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Ensiklopedi Hadits, (Jakarta: Almahira, 2012), hal. 138. 
16
 Ibid, 140. 



































Saw bersabda: Berikanlah olehmu upah orang sewaan (pekerja) 




Hadits di atas menjelaskan bahwa dalam persoalan sewa-
menyewa, terutama yang memakai jasa manusia untuk mengerjakan 
suatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera diberikan 
sebelum keringatnya kering. Maksudnya, pemberian upah harus 
segera dan  langsung, tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya.  
Dari semua ayat dan hadits di atas, Allah menegaskan kepada 
manusia bahwa apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban, 
maka mereka berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah 
dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah mereka 
perjanjikan. Allah juga menegaskan bahwa sewa-menyewa 
dibolehkan dalam ketentuan Islam, karena antara kedua belah pihak 
yang melaksanakan perjanjian (akad) sama-sama mempunyai hak dan 
kewajiban yang harus mereka terima.  
c. Ijma’ 
Mengenai disyaratkannya ija>rah, para ulama’, ilmuwan dan 
cendekiawan bersepakat tentang keabsahan ija>rah, sekalipun hanya 
ada sebagian kecil diantara mereka yang berbeda pendapat tetapi itu 
tidak dianggap.
18
 Dari ayat al-Qur’an dan beberapa hadits Rasulullah 
SAW tersebut jelaslah bahwa akad ija>rah atau sewa menyewa 
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 Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz III, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009), hal. 
172. 
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 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 13, (Kairo: Dar Al-Fikr, 2011),  hal. 239. 



































hukumnya diperbolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan 
oleh masyarakat. 
Disamping al-Qur’an dan as-Sunnah, dasar hukum ija>rah adalah 
Ijma’. Sejak zaman sahabat sampai sekarang ija>rah telah disepakati 
oleh para ahli hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan masyarakat 
sangatlah membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan 
sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki rumah namun tidak 
ditempati. Di sisi lain, ada orang yang tidak memiliki tempat untuk 
tinggal. Dengan diperbolehkannya ija>rah, maka yang tidak memiliki 
tempat untuk tinggal bisa menempati rumah orang lain yang sedang 
tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu dengan memberikan 
imbalan berupa uang sewa yang telah disepakati bersama tanpa harus 
membeli rumah yang ditinggalinya tersebut. 
3. Rukun dan Syarat Ija>rah 
a. Rukun Ija>rah 
Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah 
akad atau transaksi. Tanpa rukun akad tidak akan sah dan mutlak 
adanya. Menurut Hanafiyah, rukun ija>rah yaitu ijab (ungkapan 
menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa menyewa) 
dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Antara lain dengan 



































menggunakan kalimat al-ija>rah, al-isti’jar, al-ikra. Sedangkan 
menurut jumhur ulama’ ada empat, yaitu:19 
1) Aqid, yaitu pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang 
berakad. Yaitu mu’jir (orang yang menyewakan) dan musta’jir 
(orang yang menyewa). 
2) Shighat (ijab dan qabul). 
3) Upah atau uang imbalan sewa (ujrah). 
4) Manfaat barang yang disewakan atau jasa dan tenaga seseorang 
yang bekerja. 
b. Syarat Ija>rah 
Syarat ija>rah merupakan sesuatu yang bukan bagian dari akad, 
tetapi sahnya sesuatu tergantung padanya. Adapun syarat-
syaratnya yakni sebagai berikut:
20
  
1) Mu’jir dan musta’jir 
Mu’jir dan musta’jir yaitu orang yang melakukan akad 
sewa-menyewa atau upah mengupah. Mu’jir adalah orang yang 
memberikan upah dan yang menyewakan, musta’jir adalah 
orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang 
menyewa sesuatu.
21
 Disyaratkan pada mu’jir dan musta’jir 
adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasha>rruf 
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 Wahbah Az-Juhaili, Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 
hal. 387. 
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 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, (Bandung:Pustaka Setia,2006), hal. 125. 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 114. 



































(mengendalikan harta), dan saling meridhai. Sebagaimana 
firman Allah swt dalam surah an-Nisa ayat 29: 
 َِت َنوُكَت نَأَّلَِإ ِلِطَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلَوَْماْوُلُكَْأَتلَ ْاوُنَماَء َنيِذَّلا اَهُّ َيَأي ْنَع اةَر
ا اميِحَر ْمُكِب َناَك َوَّللا َّنِإ ْمُكَسُف َْنأاوُل ُتْق َت َلََو ْمُكْن ّْم ٍضَار َت 
Artinya: ‚Hai orang-orang yang berfirman, janganlah kamu 
sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka 
diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, 
sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.‛  
 
Menurut ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah disyari’atkan 
telah baligh dan berakal, apabila orang yang belum atau tidak 
baligh dan berakal seperti orang gila dan anak kecil, maka 
akad ija>rah tidaklah sah. Namun, menurut ulama’ Hanafiyah 
dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad 
itu tidak harus mencapai usia baligh, maka anak yang baru 
mumayyiz diperbolehkan melakukan akad ija>rah hanya saja 
pengesahannya memerlukan persetujuan dari walinya.
22
 
Bagi orang berakad ija>rah juga disyaratkan mengetahui 
manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga 
dapat mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. 
Apabila manfaat yang mnejadi obyek tidak jelas, maka 
akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat dapat dilakukan dengan 
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Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Solo: Karya Pustaka Ilmu, 2011), hal. 279. 



































menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasannya berapa lama 
manfaat itu di tangan penyewanya. 
2) Shighat 
Shighat  adalah ucapan atau pernyataan yang dilakukan 
saat akad yang terdiri dari ijab dan qabul antara mu’jir dan 
musta’jir. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari 
salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya 
dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan 
yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan 
setelah adanya ijab.23 
Ijab qabul dalam akad ija>rah ini ada dua, yakni ijab qabul 
sewa menyewa seperti: ‚Saya menyewakan rumah ini 
kepadamu dengan harga Rp. 10.000.000 selama dua tahun‛, 
kemudian musta’jir menjawab: ‚Saya terima sewa rumah ini 
dengan harga tersebut selama dua tahun‛, dan ijab qabul upah 
mengupah seperti: ‚Saya serahkan sawah ini kepadamu untuk 
ditanami dengan upah Rp. 300.000 selama satu minggu, 
kemudian musta’jir menjawab: ‚Saya akan kerjakan pekerjaan 
itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan‛. 
3) Ujra>h 
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 Ismail Nawawi, Fiqh Mu’amalah, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010), hal. 37. 



































Ujra>h adalah upah atau ganti atas pengambilan manfaat 
barang atau tenaga orang lain.
24
 Ujra>h disyaratkan diketahui 
jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa 
maupun dalam upah mengupah. Serta dengan ketentuan harus 
jelas dan memiliki nilai ekonomis.
25
 
4) Ma’qu>d ‘alaih 
Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan, 
disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa 
syarat sebagai barang: 
a) Objek ija>rah itu boleh diserahkan dan digunakan secara 
langsung dan tidak ada cacatnya. Para ulama’ fiqih 
sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang 
tidak diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh 
penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka 
rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan 
dimanfaatkan oleh penyewa. 
b) Objek ija>rah adalah sesuai syara’, tidak boleh menyewa 
seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa orang 
untuk membunuh orang lain. Begitu juga tidak boleh 
menyewa rumah atau gedung bangunan untuk dijadikan 
tempat-tempat maksiat. 
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c) Obyek yang disewakan bukan merupakan suatu kewajiban 
bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk 
melaksanakan sholat untuk diri penyewa atau menyewa 
orang lain yang belum naik haji untuk menggantikan haji 
si penyewa. Akad seperti ini tidaklah sah dikarenakan 
shalat dan berhaji merupakan suatu kewajiban atau ibadah 
yang harus dilakukan sendiri oleh penyewa itu sendiri. 
d) Obyek ija>rah merupakan sesuatu yang bisa disewakan 
seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. 
e) Adanya penjelasan waktu batas pelaksanaan akad sewa 
menyewa. Sebagian ulama’ tidak memberikan batas 
waktu maksimal atau minimal dengan syarat harus ada 
batasan waktu berakhirnya akad. Ulama’ Hanafiyah tidak 
mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, 
sedangkan Ulama’ Syafi’iyah mensyariatkannya sebab 
apabila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan 
ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.  
Dalam pengucapan masa sewa menurut Ulama’ 
Syafi’iyah, seseorang tidak boleh berkata, ‚Saya 
menyewakan rumah ini setiap bulan Rp. 200.000‛ sebab 
pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru setiap kali 
membayar. Akad yang benar adalah dengan berkata, 
‚Saya menyewa selama sebulan‛. Sedangkan menurut 



































jumhur ulama’ akad tersebut dipandang sah akad pada 
bulan pertama, sedangkan pada bulan sisanya bergantung 
pada pemakaiannya. Selain itu yang paling penting adalah 
adanya keridhoan dan kesesuaian dengan uang sewa. 
f) Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan 
diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga 
tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.
26
 
Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaily akad ija>rah 
dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sah ija>rah sebagai 
berikut: 
1) Adanya kerelaan antara kedua pelaku akad. 
2) Hendaknya objek akad harus diketahui manfaatnya guna 
menghindari perselisihan.  
3) Objek akad dapat diserahkan secara nyata maupun syara’. 
4) Manfaat yang dijadikan objek ija>rah dibolehkan secara 
syara’. 




4. Macam-macam ija>rah 
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a. Ija>rah atas ‘ain (benda). Yang berarti menyewa manfaat benda 
yang kelihatan, seperti menyewa sebidang tanah untuk ditanami 
atau sebuah rumah untuk ditinggali. Asalkan bendanya itu dapat 
dilihat atau diketahui tempat dan letaknya. Hal ini juga disebut 
sewa menyewa. Ija>rah ini mempunyai tiga syarat yaitu:29 
1. Upah harus sudah spesifikasi atau sudah diketahui sehingga 
tidak sah ija>rah salah satu dari rumah ini (tanpa menentukan 
mana diantara keduanya yang disewakan).  Dalam hal ini upah 
mengupah atau ija>rah ‘ala al-a’mal, yakni jual beli jasa 
biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, 
memotong rambut,dan lain sebagainya. Ija>rah ‘ala al-a’mal 
terbagi menjadi dua yaitu: 
a. Ija>rah khusus 
Yaitu ija>rah yang dilakukan oleh seorang pekerja. 
Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain 
dengan orang yang memberinya upah. 
b. Ija>rah musyta>rik  
Yaitu ija>rah yang dilakukan secara bersama-sama atau 
kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan 
orang lain   
2. Barang yang disewakan terlihat oleh kedua pelaku akad, 
sehingga tidak sah ija>rah rumah atau mobil yang belum dilihat 
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oleh kedua pelaku akad, kecuali jika keduanya telah 
melihatnya sebelum akad dalam waktu yang biasanya barang 
tersebut tidak berubah. 
3. Ija>rah tidak boleh disandarkan pada masa mendatang, seperti 
ija>rah rumah pada bulan atau tahun depan. 
b. Ija>rah dhimma>h  (tenaga). Yang berarti mengupahkan benda untuk 
dikerjakan, menurut pengakuan si pekerja barang itu akan 
diselesaikannya dalam jangka waktu tertentu, menurut upah yang 
ditentukan. Hal ini juga dinamakan upah mengupah. Sedangkan 
ija>rah dhimma>h (penyewa tanggung jawab) adalah ija>rah untuk 
manfaat yang berkaitan dengan dhimma>h (tanggung jawab) orang 




1. Upah harus diberikan dengan kontan di majelis akad karena 
ija>rah ini adalah akad salam dalam manfaat maka disyariatkan 
menyerahkan modal salam. 
2. Barang yang sudah disewakan sudah ditentulam jenis, tipe, 
dan sifatnya seperti mobil atau kapal laut yang besar atau 
yang kecil.  
5. Sifat dan Hukum Ija>rah 
Sifat dan Hukum Ija>rah, yakni sebagai berikut: 
a. Sifat ija>rah 
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Ulama’ fiqih berpendapat tentang sifat akad ija>rah, apakah 
bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama’ Hanafiyah 
berpendapat bahwa akad ija>rah itu bersifat lazim (mengikat), tetapi 
bisa dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu 
pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan 
kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur ulama’ mengatakan 
bahwa akad ija>rah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat pada 
barang itu dan tidak bisa dimanfaatkan. Akibat perbedaan ini terlihat 
dalam kasus apabila salah seseorang telah meninggal dunia, maka 
akad ija>rah bersifat batal, karena manfaatnya tidak dapat diwariskan. 
Akan tetapi, jumhur ulama’ mengatakan bahwa manfaat itu bisa 
diwariskan karena termasuk harta. Jadi, kematian salah satu pihak 
yang berakad tidak membatalkan akad ija>rah.31 
b. Hukum ija>rah 
Hukum ija>rah shahih adalah tetapnya kemanfaatan bagi 
penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang 
menyewakan ma’qud ‘alaih, sebab ijar>ah termasuk jual beli 
pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatannya.  
Adapun hukum ija>rah rusak, menurut ulama’ Hanafiyah, jika 
penyewa telah mendapat manfaat tetapi orang yang menyewa atau 
yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad, 
hal ini terjadi apabila akad ija>rah rusak pada syarat. Akan tetapi, jika 
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kerusakan disebabkan oleh penyewa, tidak memberitahukan jenis 
pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya. Sedangkan 
menurut Jafar dan ulama’ Syafi’iyah berpendapat bahwa ija>rah fasid 
sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai 
atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.
32ُ 
6. Pembatalan dan Berakhirnya Ija>rah 
Para ulama’ berbeda pendapat mengenai sifat akad ija>rah yang 
mengikat kedua belah pihak atau  tidak. Ulama’ Hanafiyah berpendapat 
akad ija>rah bersifat mengikat tetapi dapat dibatalkan secara sepihak 
apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Adapun 
jumhur ulama’ mengatakan bahwa akad ija>rah bersifat mengikat kecuali 
ada cacat atau barang tidak bisa dimanfaatkan. Akad ija>rah dapat 
menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:
33
 
a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditanya penyewa. 
b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah. 
c. Rusaknya barangyang diupahkan, seperti sepatu yang diupahkan 
untuk dijahit. 
d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa 
yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan. 
e. Menurut Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh 
membatalkan akad ija>rah bila ada kejadian yang luar biasa, seperti 
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f. Menurut ulama’ Hanafiyah apabila terdapat uzur  seperti rumah 
disita, maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama’ melihat bahwa 
uzur yang membatalkan ija>rah itu apabila objeknya mengandung 
cacat atau manfaatnya hilang.
35
 
Secara umum, ada beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya 
perjanjian sewa menyewa (ija>rah), adalah sebagai berikut: 
a. Terjadinya aib pada barang sewaan, yaitu barang yang menjadi objek 
perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika di tangan pihak 
penyewa, yang mana kelalaian tersebut diakibatkan oleh pihak 
penyewa sendiri, misalnya menggunakan barang tidak sesuai dengan 
peruntukan barang tersebut. Dalam hal seperti ini, pihak yang 
menyewakan dapat memintakan pembatalan akad.  
b. Rusaknya barang yang disewakan, yaitu barang yang menjadi objek 
perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama 
sekali, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa 
yang diperjanjikan. Misalnya, yang terjadi objek sewa menyewa 
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c. Waktu yang telah disepakati dalam ija>rah telah berakhir. Apabila 
yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan lagi kepada 
pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu jasa seseorang, maka 
orang tersebut berhak menerima upahnya.
37
 
d. Para fuqaha sepakat bahwa ija>rah habis dengan sebab masa ija>rah 
karena halangan (uzur), karena sesuatu yang ditetapkan sampai batas 
tertentu maka ia dianggap habis ketika sampai batas itu, seperti tanah 
yang disewa terdapat tanaman yang belum dapat dipanen. Dalam hal 




7. Pengembalian Sewa 
Jika ija>rah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan 
barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib 
menyerahkannya kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang adalah 
benda tetap, ia wajib menyerahkannya kembali dalam keadaan kosong. 
Jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya 




Madzhab Hambali berpendapat bahwa ketika ija>rah telah berakhir, 
penyewa harus melepas barang sewaan dan tidak ada kemestian 
mengembalikan untuk menyerah terimakannya seperti barang titipan. 
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Selanjutnya mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa 
akad ija>rah dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak 
ada kewajiban menanggung bagi penyewa.
40
 
8. Hal-hal yang membatalkan Ija>rah 
a. Rusaknya barang yang disewakan. Seperti menyewakan kendaraan 
lalu kendaraan tersebut hancur, menyewakan binatang untuk 
tunggangan namun mati ditengah jalan, atau menyewakan rumah lalu 
terjadi bencana yang mengakibatkan rumah tersebut hancur. 
b. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari ija>rah tersebut. Misalnya 
seseorang menyewa dokter untuk mengobatinya, namun ia sembuh 
sebelum dokter memulai tugasnya. Dengan demikian penyewa tidak 
dapat mengambil apa yang diinginkan dari akad ija>rah.41   
c. Terjadi aib lama pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan 
penyewa atau terlihat aib lama padanya 
d. Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alaih), seperti baju yang 
diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi 
sesudah rusaknya barang 
e. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, 
atau berakhirnya masa, kecuali jka terdapat uzur mencegah fasakh. 
Seperti jika masa ija>rah tanah pertanian telah berakhir sebelum 
tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai 
masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini 
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dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada 
pihak penyewa: yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya. 
f. Penganut-penganut madzhab berkata: boleh memfasakh ija>rah, 
karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang 
yang menyewa toko untuk berdagang kemudian hartanya terbakar, 
atau dicuri, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh akad ija>rah. 
9. Pengembalian obyek sewa-menyewa 
Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah 
berakhir, maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan 
barang yang disewakan kepada pihak pemilik semula (yang 
menyewakan) 
Adapun ketentuan-ketentuan pengembalian barang obyek sewa-
menyewa adalah sebagai berikut:
42
 
a) Apabila barang menjadi obyek perjanjan merupakan barang yang 
bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu 
kepada pihak yang menyewakan/ pemilik, yaitu dengan cara 
menyerahkan bendanya, misalnya sewa menyewa kendaran 
b) Apabila obyek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak 
bergerak, maka penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada 
pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak 
ada harta pihak penyewa didalamnya, misalnya dalam perjanjan sewa 
menyewa bangunan toko 
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c) Jika yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa adalah barang 
yang berwujud, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah 
kepada pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa 
diatasnya. 
 
B. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tarif Sewa Rumah 
Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Sidoarjo.        
Dalam hukum Islam perjanjian sewa menyewa dapat dibenarkan 
tentang keberadaannya, baik sewa untuk bangunan, pertanian, perkebunan 
dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan dalam akad sewa menyewa 
rumah susun adalah kegunaan dari rumah susun yang telah disewa, 
penggunaan rumah susun tersebut juga harus disebutkan ketika transaksi 
atau akad berlangsung, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
seberapa lama rumah susun tersebut    disewa sampai harga yang disepakati 
untuk sewa rumah susun tersebut. Misalnya seperti sewa menyewa rumah 
susun untuk hunian sementara, maka harus disebutkan seberapa lama waktu 
sewa sampai selesai, karena tidak mungkin sewa menyewa berakhir akan 
tetapi rumah susun belum dimanfaatkan untuk ditinggali, hal ini akan 
menyebabkan hilangnya manfaat dari rumah susun sewa oleh penyewa 
rumah susun tersebut. 
Jika dalam sewa menyewa rumah susun tidak dijelaskan untuk apa 
rumah susun tersebut disewa atau kegunaannya, maka sewa menyewa 
tersebut dianggap batal (fasid), karena rumah susun tersebut memiliki 



































kegunaan yang beraneka ragam dan dapat dimanfaatkan sebagai apapun yang 
dikhawatirkan akan melahirkan presepsi yang berbeda antara pengelolah 
rumah susun dengan pihak penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan 
persengketaan antara kedua belah pihak
43
               
1. Maksud dan Tujuan 
Peraturan Bupati ini dibuat dimaksudkan untuk memberikan 
pedoman penetapan tarif Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di 
Kabupaten Sidoarjo. Tujuan peraturan tersebut untuk memberikan 
kepastian Tarif Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di 
Kabupaten Sidoarjo.  
2. Objek dan Subjek Tarif Sewa 
Objek tarif sewa meliputi seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dan 
bangunan serta layanan prasarana dan utilitas rusunawa, baik untuk 
fungsi hunian maupun bukan hunian. Kegiatan pemanfaatan ruang dan 
bangunan rusunawa untuk fungsi bukan hunian adalah pemanfaatan 
untuk kegiatan ekonomi yang mana sesuai dengan peraturan perundang-
undang. Sedangkan layanan prasarana dan utilitas meliputi layanan 
suplai listrik, air bersih, dan persampahan. Adapun subjek tarif sewa 
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3. Tarif Sewa  
Tarif dapat diartikan sebagai daftar harga yang dibayarkan pada 
sewa, ongkos dan sebagainya yang mana tarif itu sendiri sama dengan 
harga. Tarif sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk 
sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa rusunawa dan 
atau sewa bukan hunian rusunawa untuk jangka waktu tertentu.
44
 
Penetapan besaran tarif sewa dengan memperhitungkan pengeluaran 
biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan rusunawa, 
termasuk juga perhitungan eskalasi harga karena inflasi.  
Perhitungan tarif bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah 
penghuni rusunawa adalah sebagai berikut: 
Tarif sewa rusunawa = (biaya operasional + biaya perawatan + biaya 
pemeliharaan) per unit per bulan. 
Besaran tarif sewa adalah sebagai berikut:
45
 
a. Rusunawa Ngelom 
Twinblok 1, 2, 3, 4 type 24  
Lantai Tarif Perbulan 
Lantai 1 Rp. 280.000,00 
Lantai 2 Rp. 280.000,00 
Lantai 3 Rp. 255.000,00 
Lantai 4 Rp. 230.000,00 
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Twinblok 5 type 36 
Lantai Tarif Perbulan  
Lantai 1 Rp. 540.000,00 
Lantai 2 Rp. 540.000,00 
Lantai 3 Rp. 490.000,00 
Lantai 4 Rp. 440.000,00 
Lantai 5 Rp. 390.000,00  
 
Tarif sewa kios dan minimarket 
Lantai  Tarif Perbulan 
Kios (4,50 x 5,40) Rp. 378.000,00 
Kios (4,50 x 2,70) Rp. 226.800,00 
Minimarket (m2)       Rp.   40.000,00/ m2 
 
b. Rusunawa Bulusidokare 
Twinblok 2 type 24 
Lantai  Tarif Perbulan 
Lantai 1 Rp. 280.000,00 
Lantai 2 Rp. 280.000,00 
Lantai 3 Rp. 255.000,00 
Lantai 4 Rp. 230.000,00 
Lantai 5 Rp. 205.000,00 
 
Twinblok 1 dan 3 type 27 
Lantai Tarif Perbulan 
Lantai 1 Rp. 330.000,00 
Lantai 2 Rp. 305.000,00 
Lantai 3 Rp. 280.000,00 
Lantai 4 Rp. 255.000,00 
   
Tarif sewa kios 
Lantai  Tarif Perbulan 
Kios (4,00 x 4,00) Rp. 362.000,00 
Kios (4,50 x 2,70) Rp. 226.800,00 
Kios (4,50 x 5,40) Rp. 378.000,00 
 
 



































c. Rusunawa Pucang  
Twinblok 1,2,3 Type 24  
Lantai Tarif Perbulan 
Lantai 1 Rp. 280.000,00 
Lantai 2 Rp. 280.000,00 
Lantai 3 Rp. 255.000,00 
Lantai 4 Rp. 230.000,00 
Lantai 5 Rp. 205.000,00 
 
Tarif Sewa Kios 
Lantai  Tarif Perbulan 
Kios (4,50 x 5,40) Rp. 378.000,00 
Kios (4,50 x 2,70) Rp. 226.800,00 
 
d. Rusunawa Wonocolo 
Twinblok 1,2,3,4 Type 24 
Lantai  Tarif perbulan 
Lantai 1 Rp. 295.000,00 
Lantai 2 Rp. 295.000,00 
Lantai 3 Rp. 270.000,00 
Lantai 4 Rp. 245.000,00 
Lantai 5 Rp. 215.000,00 
 
Tarif sewa kios 
Lantai Tarif perbulan 
Kios (4,50 x 5,40) Rp. 398.250,00 
Kios (4,50 x 2,70) Rp. 238.950,00 
Kios (tanpa rollingdoor) Rp. 25.000,00/m2 
 
e. Rusunawa Tambakkemerakan 
Twinblok 1 Type 24  
Lantai 
Tarif Umum per 
bulan Tarif khusus per bulan 
Lantai 1 Rp. 400.000,00 Rp. 250.000,00 
Lantai 2 Rp. 400.000,00 Rp. 240.000,00 
Lantai 3 Rp. 350.000,00 Rp. 230.000,00 
Lantai 4 Rp. 350.000,00 Rp. 220.000,00 
Lantai 5 Rp. 300.000,00 Rp. 210.000,00 
 



































 Perbedaan tarif umum dengan tarif khusus terletak pada subyeknya, 
yakni jika tarif umum diperuntukan bagi warga biasa yang memang 
membutuhkan hunian rumah susun untuk sewa sementara, lain halnya 
dengan tarif khusus yang diperuntukan bagi warga yang terkena dampak 
kebijakan pemerintah, seperti: pelebaran jalan, jalur sutet, penertiban umum, 




Setiap penyewa wajib memberikan uang jaminan sewa yang 
dibayarkan pada awal penyewa atau calon penghuni menempati satuan unit 
rusunawa. Uang jaminan sewa tersebut disimpan pada rekening masing-
masing penghuni rusunawa dan dapat dipergunakan untuk membayar uang 
sewa sewaktu-waktu jika penyewa atau penghuni melakukan 
wanprestasi/ingkar janji terhadap kewajibannya sebagai penyewa.
47
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 Peraturan Bupati Sidoarjo No. 24 Tahun 2018, Pasal 9 ayat (3) dan (4). 


































 PENERAPAN TARIF SEWA DI RUMAH SUSUN SEDERHANA 
SEWA WONOCOLO KABUPATEN SIDOARJO 
 
A. Gambaran Umum Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Wonocolo 
Kabupaten Sidoarjo 
Untuk mengetahui lebih jauh gambaran tentang objek penelitian, 
berikut ini akan dijelaskan tentang keadaan Rusunawa Wonocolo Kabupaten 
Sidoarjo, yakni sebagai berikut: 
1. Letak Geografis Rusunawa Wonocolo 
Rumah Susun Sederhana Sewa atau lebih disingkat Rusunawa yang 
mana berada di Jalan H. Husein Idris, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan 
Taman, Kabupaten Sidoarjo ini letaknya sangat strategis bagi pekerja 
yang bekerja di Surabaya, Gresik maupun Sidoarjo. Terletak di belakang 
Polres Taman dan berseberangan dengan Pasar Sepanjang membuat 
rusunawa ini terlihat padat sekali. Gambaran umum lokasi Rusunawa 
Wonocolo bila dilihat dari letak geografisnya berada diantara:
1
 
Sebelah utara : RS. Siti Khodijah  
Sebelah selatan : Grapari Taman Sepanjang 
Sebelah barat : Polsek Taman 
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 Madiyana, Ketua Pengelola Rusunawa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo, Wawancara, Sidoarjo, 27 
Maret 2019. 



































Sebelah timur : PT. PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Timur 
dan Bali 
 Rusunawa Wonocolo ini memiliki sekitar 4 bangunan atau yang 
lebih dikenal dengan sebutan blok atau twinblok yang berada di 
dalamnya, sebagai berikut: 
Gambar 3.1 
 
Nama Bangunan Luas Tanah Alamat 
 1. Rusunawa Blok A 80 x 20 m2 
Jl. H. Husein Idris, 
Wonocolo 
 2. Rusunawa Blok B 80 x 20 m2 
Jl. H. Husein Idris, 
Wonocolo 
 3. Rusunawa Blok C 80 x 20 m2 
Jl. H. Husein Idris, 
Wonocolo 
 4. Rusunawa Blok D 80 x 20 m2 
Jl. H. Husein Idris, 
Wonocolo 
  
Informasi tabel di atas hanya sekedar pengantar bahwasannya 
Rusunawa Wonocolo tersebut berkembang dengan adanya beberapa 
bangunan yang berada di sekitarnya. Namun, peneliti hanya 
mengamati tentang penerapan tarif sewa yang terjadi dan diterapkan 
di dalamnya. Bangunan Rusunawa ini memiliki luas 20 x 80 m2 pada 
masing-masing bloknya dan terdiri atas lima lantai. 
2. Struktur Organisasi Rusunawa Wonocolo2 
Secara struktural Rusunawa Wonocolo ini dipimpin oleh Bapak 
Madiyana yang juga merangkap sebagai ketua pengelola Rusunawa 
Wonocolo. Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan dibantu oleh 
beberapa staf yang tersusun dalam struktur sebagai berikut 
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 Madiyana, Wawancara, Sidoarjo, 27 Maret 2019. 
















































Tugas dan wewenang masing-masing: 
a) Ketua Pengelola 
Mengawasi proses berjalannya rusunawa dan bertanggung jawab penuh 
atas kelangsungan rusunawa. 
b) Sekretaris 
Melaporkan keuangan terhadap Ketua Pengelola, melakukan 
pembukuan keuangan, penasehat rusunawa. 



























































Mengawasi kinerja karyawan, khususnya bagian sekretaris dan 
administrasi. Mengontrol dan melaporkannya langsung kepada ketua 
pengelola. 
d) Koordinator II 
Mengawasi bagian keamanan dan kebersihan rusunawa. 
Mengontrol dan melaporkannya langsung kepada ketua pengelola. 
e) Administrasi 
Melayani transaksi pembayaran langsung oleh penghuni rusunawa. 
f) Keamanan 
Melakukan pengamanan, menjaga ketertiban di lingkungan 
rusunawa. 
g) Kebersihan 
Membersihkan rusunawa, mengelola tempat pembuangan akhir, 
menjaga agar nampak terawat. 
3.  Keadaan Penghuni Rusunawa Wonocolo3 
Di dalam kompleks Rusunawa Wonocolo terdiri atas 4 (empat) 
blok yang biasa disebut dengan blok A, blok B, blok C, dan blok D. 
Blok A dan blok B merupakan bangunan lama, sedangkan blok C dan 
blok D merupakan bangunan baru. Untuk setiap blok terdiri atas 5 
(lima) lantai yang mana dari lantai 2 hingga lantai 5 (lima) terdapat 
25 (dua puluh lima) kamar sewa. 
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 Madiyana, Wawancara, Sidoarjo, 27 Maret 2019. 



































Untuk penghuni rusunawa terdiri dari berbagai kalangan 
pendidikan, yang terdiri atas 365 Kepala Keluarga dengan jumlah 
penghuni sebanyak 879 orang yang terdiri dari: 
a. Laki-laki     : 461 orang 
b. Perempuan    : 418 orang 
Jumlah penghuni menurut jenjang pendidikan di tahun 2018 yaitu: 
a. Belum sekolah    :   49 orang     
b. Tamatan TK sederajat   :     0 orang 
c. Tamatan SD sederajat  : 237 orang 
d. Tamatan SMP sederajat  : 123 orang 
e. Tamatan SMA sederajat  : 459 orang 
f. Tamatan akademi/perguruan tinggi :   11 orang 
Penghuni sebagian besar berasal dari wilayah Sidoarjo, ada juga 
yang berasal dari Surabaya maupun Gresik. Sebagian besar penghuni 
rusunawa dihuni oleh penghuni yang sudah berkeluarga, karena 
rusunawa sendiri ditujukan untuk masyarakat yang belum memiliki 
tempat tinggal tetap di samping syarat dan ketentuan yang berlaku. 
Untuk twinblok A dan B sebagian besar telah terisi oleh para 
penyewa satuan unit rusunawa, karena termasuk bangunan yang lama 
dan letaknya pun paling depan pada kawasan rusunawa. Sedangkan 
untuk twinblok C dan D hanya sebagian unit rusunawa yang sudah 
terisi dikarenakan memang termasuk bangunan yang baru berdiri. 
Meskipun demikian, setiap bulan ada keluarga yang keluar masuk 



































dari rusunawa itu sendiri dikarenakan penghuni yang tinggal di dalam 
rusunawa juga tidak dapat memastikan berapa lama mereka akan 
tinggal di rusunawa.  
Adapun untuk data kepenghunian dan ketersediaan setiap blok 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.3 
No. TWINBLOK 
Jumlah Penghuni Ketersediaan 
Kamar 
Keterangan 
KK Istri Anak 
1 BLOK A           
  KIOS/BEDAK           
  LANTAI 1 2 0 1     
  LANTAI 2 21 16 15     
  LANTAI 3 23 15 24     
  LANTAI 4 23 16 16     
  LANTAI 5 23 15 9 1 A.5.16 
  JUMLAH 92 62 65     
              
2 BLOK B           
  KIOS/BEDAK           
  LANTAI 1 3 2 2     
  LANTAI 2 23 16 18     
  LANTAI 3 22 18 14     
  LANTAI 4 23 18 14     
  LANTAI 5 23 16 12 1 B.5.01 
  JUMLAH 94 70 60     
              
3 BLOK C           
  KIOS/BEDAK           
  LANTAI 1 2 1 1     
  LANTAI 2 22 19 24     
  LANTAI 3 22 20 19     
  LANTAI 4 22 13 16     
  




  JUMLAH 88 67 67     



































              
4 BLOK D           
  KIOS/BEDAK           
  LANTAI 1 2 0 0     
  LANTAI 2 23 16 12     
  LANTAI 3 22 17 14     
  LANTAI 4 22 18 16 1 D.4.19 
  LANTAI 5 22 15 15 1 D.5.14 
  JUMLAH 91 66 57     
              
  TOTAL 
1+2+3+4 365 265 249 7 7 
 
4. Kehidupan Penghuni Rusunawa Wonocolo  
Pada bagian ini peneliti akan memaparkan kehidupan penghuni 
rusunawa Wonocolo setelah melalui proses wawancara, diantaranya 
sebagai berikut: 
a. Kondisi sosial ekonomi4 
Dari sisi sosial, antara penghuni rusunawa satu dengan lainnya 
mempunyai rasa persaudaraan yang harmonis dan tentram. Hal 
tersebut sangat jelas terlihat dalam kehidupan sehari-hari antara 
para penghuni yang selalu membantu dikala ada penghuni lain 
yang membutuhkan bantuan. Selain itu juga ada kegiatan kerja 
bakti bersama yang dilaksanakan setiap dua bulan sekali.  
Dari segi ekonomi, ada beberapa peghuni yang memanfaatkan 
lapak kios di lantai dasar untuk berjualan aneka makanan ringan, 
makanan jadi, maupun kebutuhan pokok sehari-hari. Selain untuk 
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 Doni, Wawancara, Sidoarjo, 8 April 2019. 



































mencari tambahan penghasilan dengan cara berjualan di kios 
lantai dasar, ada juga penghuni yang tidak memanfaatkan kios 
namun masih dapat berjualan yakni memanfaatkan unit rusunawa 
milik mereka sendiri untuk berjualan pulsa, maupun es batu. 
b. Kondisi keagamaan5 
Mayoritas penghuni Rusunawa Wonocolo memeluk agama 
Islam, yang mana didukung dengan adanya sarana prasarana 
kegiatan ibadah seperti musholla yang ada di setiap blok 
rusunawa.  
Kegiatan rutin yang dilakukan oleh para penghuni rusunawa 
adalah pengajian yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Selain itu, 
ada juga kegiatan belajar mengaji untuk anak-anak usia TK dan 
SD yang dilaksanakan sore hari dari Senin hingga Jum’at dengan 
memanggil guru mengaji dari luar rusunawa. 
c. Kondisi keamanan6 
Untuk dapat memasuki kawasan rusunawa haruslah 
meninggalkan kartu identitas sepert KTP atau SIM kepada 
penjaga yang bertugas. Namun pada Mei 2018 telah terjadi sebuah 
ledakan di kawasan rusunawa, tepatnya di Blok B lantai 5. Setelah 
diperiksa oleh pihak yang berwajib ternyata bom tersebut berasal 
dari penghuni rusunawa yang telah menghuni sejak tahun 2015. 
Bom tersebut dirakit sendiri oleh Anton yang mana telah 
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 Doni, Wawancara, Sidoarjo, 8 April 2019. 
6
 Madiyana, Wawancara, Sidoarjo,  8 April 2019.   



































menewaskan istri dan seorang anaknya. Atas peristiwa tersebut, 
maka pengamanan di kawasan rusunawa lebih diperketat lagi oleh 
pihak pengelola rusunawa agar kejadian serupa tidak terulang 
kembali dan merugikan masyarakat di sekitarnya. 
d. Jenis Bangunan 
Sejarah Rusunawa Wonocolo tidak diketahui dengan jelas 
bagaimana proses berdirinya, yang jelas rusunawa ini dibangun 
pada tahun 2013 secara bertahap di Desa Wonocolo, Taman, 
Sidoarjo. Adapun bangunan yang ada di rusunawa Wonocolo 
diantaranya: 
Tabel.3.4 
 No. Bangunan Jumlah 
1. Rusunawa (Blok A, blok B, blok C, blok D) 
2. Kamar 400 unit 
3. Musholla 4 unit 
4. - Kantor 
- Aula 




5. Toilet Di setiap kamar rusunawa  
6. TPS (tempat pembuangan 
sampah) 
8 buah 
7. Kios 20  buah lebih 
 
B. Penerapan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 
Wonocolo Kabupaten Sidoarjo 
Rumah susun merupakan alternatif pilihan perumahan di kota yang 
diakibatkan adanya keterbatasan lahan serta harga lahan yang mahal dari 



































waktu ke waktu. Rumah susun sederhana sewa ini merupakan program  
pemerintah untuk menunjang kebutuhan perumahan dan memberikan 
akomodasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki 
penghasilan dan pekerjaan menetap dan dapat dihuni dan sewa secara 
harian maupun bulanan. 
Rumah Susun atau disingkat Rusun kerap dikonotasikan sebagai 
apartemen versi sederhana, walaupun sebenarnya apartemen bertingkat 
sendiri bisa dikategorikan sebagai rumah susun. Rusun menjadi jawaban 
atas terbatasnya lahan untuk pemukiman di daerah perkotaan. Karena 
mahalnya harga tanah di kota besar, maka masyarakat terpaksa membeli 
rumah di luar kota. Hal ini adalah pemborosan. Pemborosan terjadi pada:  
a. Pemborosan waktu 
b. Pemborosan biaya 
c. Pemborosan lingkungan 
d. Pemborosan sosial  
Rumah Susun atau rusun merupakan kategori rumah resmi 
pemerintah Indonesia untuk tipe hunian bertingkat seperti apartemen, 
kondominium, flat, dan lain-lain. Konsep pembangunannya yaitu 
bertingkat dan dapat dihuni bersama oleh banyak anggota keluarga tapi 
satuan unit dari bangunan tersebut dibuat terpisah sehingga setiap 
keluarga dapat hidup masing-masing. 
Tujuan dibangunnya rusun tercantum dalam Pasal 2 dan 3 UURS No. 
16 Tahun 1985 yang mana salah satunya adalah untuk memecahkan 



































masalah kebutuhan hunian di lokasi padat penduduk, terutama di wilayah 
perkotaaan. Dengan adanya rusun diharapkan dapat mengurangi kawasan 
kumuh di perkotaan yang nantinya dapat membuat tampilan kota menjadi 




Seiring perkembangan zaman, istilah rusun identik dengan hunian 
yang diperuntukan bagi kelas bawah yang mana rusun tersebut 
mempunyai beberapa jenis, yakni: 
1. Rumah susun umum 
Dibangun untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi 
masyarakat berpenghasilan menegah ke bawah dan berpenghasilan 
rendah. Dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 
1) Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). 
Merupakan program pemerintah yang dibangun oleh perusahaan 
pengembang (developer) untuk rumah susun yang tingginya lebih 
dari 8 (delapan) lantai. Wujudnya yang mirip dengan apartemen 
membuat pengembang menyebutnya sebagai ‚apartemen 
bersubsidi‛. 
2) Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) 
Merupakan program pemerintah daerah yang bekerja sama dengan 
Kementerian Perumahan Rakyat. Namun, penyewa harus 
menyewa langsung dari pengembangnya. 
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 Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Semarang: PT. Gemilang Cendekia, 2000, hal. 
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2. Rumah susun khusus  
Dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus atau kebutuhan sosial. 
3. Rumah susun negara 
Milik negara yang khusus dibuat untuk dijadikan tempat tinggal bagi 
para pegawai negeri. 
4. Rumah susun komersial 
Biasanya sengaja dibangun untuk mendapatkan sebuah keuntungan 
dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menegah ke atas. 
Rusunawa adalah singkatan dari rumah susun sederhana sewa yaitu 
bangunan bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan tempat hunian 
yang memiliki wc (water closed) dan dapur yang menyatu, dengan cara 
membayar sewa tiap bulannya kepada pengembangnya. Dapat juga 
dikatakan bahwa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) adalah 
merupakan rumah susun sederhana yang disewakan kepada masyarakat 
perkotaan yang tidak mampu untuk membeli rumah atau yang ingin 
tinggal untuk sementara waktu misalnya para mahasiswa, pekerja 
temporer dan lain lainnya. 
1. Latar Belakang Sewa Menyewa di Rusunawa Wonocolo 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di Rumah 
Susun Sederhana Sewa Wonocolo atau Rusunawa Wonocolo, bahwa 
terdapat ketidaksesuaian pada penerapan tarif sewa yang dilakukan 
oleh pengelola rusunawa dengan Peraturan Bupati Sidoarjo yang 
menjadi acuan dalam menentukan besar kecilnya tarif sewa rusunawa 



































yang harus dibayar oleh penghuni kepada pihak pengelolah rusunawa. 
Perbedaan tersebut ada pada tarif yang diberlakukan pada penghuni 
rusunawa yang menyewa di lantai 5 (lima) dan para penyewa lapak 
yang berada di lantai paling bawah rusunawa.  
Meskipun telah dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang 
tarif sewa, akan tetapi penerapan yang terjadi tidak sesuai dengan 
aturan yang ada. Aturan tersebut untuk harga sewa pada lantai 5 
(lima) rusunawa yang pada aturannya yakni Rp. 215.000,00 menjadi 
Rp. 220.000,00. Dan juga untuk harga sewa kios pada masing-masing 
twinblok lantai dasar yang seharusnya Rp. 398.250 untuk kios ukuran 
(4,50 x 5,40), Rp. 238.950 untuk kios ukuran (4,50 x 2,70) dan Rp. 
25.000/m2 untuk kios dengan ukuran meter persegi. Akan tetapi pada 
prakteknya pihak rusunawa menyama ratakan harga sewa kios 
menjadi Rp. 395.000,00 untuk semua ukuran dan tetap Rp. 25.000/m2 
untuk penyewa yang hanya butuh beberapa meter saja.  
2. Sejarah Sewa Menyewa di Rusunawa Wonocolo 
Banyaknya penduduk di daerah perkotaan menjadikan hunian 
atau tempat tinggal adalah suatu keharusan. Namun, karena harga 
tanah yang semakin mahal di daerah perkotaan menjadikan banyak 
masyarakat yang belum mempunyai tempat tinggal tetap karena 
harus memenuhi kebutuhan rumah sehari-hari disamping kebutuhan 
tempat tinggal.  



































Oleh karena itu Pemerintah Kota Sidoarjo bersama Dinas 
Perumahan dan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten 
Sidoarjo memulai prakarsa untuk mengatasi kelangkaan rumah bagi 
masyarakat golongan berpenghasilan rendah tersebut dengan upaya 
membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa) di wilayah 
Sidoarjo. Salah satu rumah susun yang dibangun adalah Rumah 
Susun Sederhana Sewa (rusunawa) Wonocolo.  
Pada umumnya untuk dapat tinggal di rusunawa Wonocolo ini 
haruslah keluarga yang tidak atau belum mempunyai tempat tinggal 
yang tetap.  Adapun syarat pendaftarannya sebagai berikut: 
1. Mengisi Formulir Pendaftaran 
2. Melengkapi Syarat-syarat Hunian, diantaranya: 
a. Fotocopy KTP 2 lembar (suami-istri) 
b. Fotocopy KK (kartu keluarga) 1 lembar 
c. Fotocopy Buku Nikah 1 lembar (jika sudah menikah) legalisir 
KUA 
d. Pas Foto 4x6 suami 2 lembar dan Pas Foto 4x6 istri 2 lembar 
e. Pas Foto Keluarga 1 lembar 
f. Surat Keterangan Penghasilan/ slip gaji dan Surat Keterangan 
Bekerja 
g. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah yang disahkan oleh 
Kepala Desa/ Kelurahan 
h. Materai 6000 @ 4 lembar 



































i. Fotocopy SKCK yang dilegalisir 
3. Semua Calon Penghuni wajib melalui sesi wawancara 
4. Serah terima kunci hunian/ realisasi dilakukan setelah adanya 
pembayaran uang jaminan. 
Salah satu penyewa yang sudah 5 tahun tinggal di rusunawa 
yaitu Bapak Doni, beliau sehari-hari bekerja sebagai sopir di 
Surabaya. Bapak Doni menyewa rusunawa karena belum memiliki 
tempat tinggal tetap. Beliau tinggal di rusunawa lantai 4 bersama 
istri dan dua orang anaknya yang masih sekolah.
8
 
Lain halnya dengan Bu Shofiyah, penyewa yang menghuni 
lantai 3 rusunawa tersebut berasal dari Madiun. Beliau tinggal di 
rusunawa karena mengikuti suaminya yang bekerja sebagai kuli 
bangunan di daerah Wonoayu.
9
 
Ada juga Ibu Suminah yang sehari-hari berjualan gorengan dan 
kopi di kios lantai bawah rusunawa, selain harus membayar sewa 
rusunawa di lantai 2 yang beliau tempati bersama anak-anaknya, 




Menurut Bapak Fajar yang telah menempati lantai 5 blok A 
pada Pebruari 2018, rusunawa Wonocolo termasuk tempat yang 
strategis untuk ditinggali karena jaraknya yang sangat dekat dengan 
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 Doni, Wawancara, Sidoarjo, 8 April 2019. 
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 Shofiyah, Wawancara, Sidoarjo, 8 April 2019. 
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tempat maupun transportasi umum lainnya. Akan tetapi jumlah lantai 
yang banyak memaksa beliau untuk naik turun tangga setiap harinya 
dari lantai bawah ke lantai paling atas sendiri.
11
 
Hal senanda juga disampaikan oleh Ibu Shinta, penghuni 
rusunawa lantai 5 blok C yang juga seorang guru TK di wilayah 
Wonocolo menuturkan bahwa ia kelelahan setiap harinya naik turun 
tangga rusunawa. Akan tetapi seiring berjalannya waktu beliau mulai 
terbiasa dengan lingkungan rusunawa. Beliau tinggal di rusunawa 




Bapak Heru adalah warga asli Wonocolo Taman. Beliau 
menyewa kios rusunawa untuk berjualan nasi beserta lauk pauk jadi 




3. Penghasilan Para Penyewa Rusunawa Wonocolo 
Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan di lapangan, 
penghasilan para penyewa rusunawa berbeda-beda mengikuti profesi 
pekerjaan yang dilakukan. Berdasarkan keterangan dari Bapak Doni, 
beliau menuturkan bahwa pendapatan yang beliau dapatkan per bulan 
yakni Rp. 3.800.0000,00 dari hasil kerja sebagai sopir di Surabaya, di 
samping itu pula Bapak Doni juga kerja sampingan sebagai driver 
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ojek online selepas pulang bekerja yang mana pendapatannya per hari 
bisa  menghasilkan Rp. 150.000,00, terkadang Rp. 100.000,00 akan 
tetapi penghasilan yang didapat tersebut belum dipotong dengan 




Begitu juga penghasilan Ibu Shofiyah yang hanya seorang ibu 
rumah tangga yang pendapatannya tidak tetap. Menurut Ibu 
Shofiyah, penghasilan dari suaminya yang bekerja sebagai kuli 
bangunan setiap harinya membawa upah Rp. 100.000,00, terkadang 
juga hanya mendapatkan Rp. 75.000,00 jika sepi pekerjaan. 
Terkadang perbulan suami Ibu Astur bisa mengumpulkan Rp. 
2500.000,00 terkadang juga bisa lebih. Walaupun penghasilan suami 
Ibu Astur tidak tetap, tetapi Ibu Astur dan keluarga sangat bersyukur 
bisa tinggal di dalam rusunawa.
15
 
Adapun dengan Ibu Suminah, beliau berkata bahwa 
penghasilannya tidak menetap. Karena penghasilan yang didapat Ibu 
Suminah bergantung dengan banyaknya pembeli di kiosnya tersebut. 
Beliau menuturkan bahwa setiap hari bisa mengantongi antara Rp. 
75.000,00 hingga Rp. 100.000,00, itupun belum dikurangi dengan 
biaya untuk kulakan setiap harinya.
16
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Penghasilan yang didapat oleh Bapak Fajar yang sehari-hari 
berprofesi sebagai buruh di sebuah home industry tidaklah menentu. 
Penghasilan Pak Fajar bisa naik turun, tergantung seberapa banyak 
orang yang memesan barang dari tempat kerjanya tersebut. Kadang 
satu bulan bisa menghasilkan Rp. 2.400.00,00 bisa juga lebih jika 
rame orderan, bisa juga turun ketika sepi orderan.
17
 
Hasil wawancara dengan Ibu Shinta yang juga seorang guru TK 
mengatakan bahwa penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan 
sehari-hari disamping ada tambahan cicilan sepeda motor yang harus 
diangsurnya perbulan untuk keperluan mengajar ke sekolah. Ibu 




Penghasilan yang didapat oleh Bapak Heru beserta istrinya 
yang berjualan nasi beserta lauk pauknya di kios blok C rusunawa 
kira-kira bisa mengantongi Rp. 250.000,00 hingga Rp. 400.000,00 per 
hari. Jika laba bersih dihitung maka Bapak Heru mendapat sekitar 
Rp. 3.000.000,00 per bulannya.
19
 
4. Akibat Sewa Menyewa dan Penerapan Tarif Sewa yang tidak sesuai 
dengan Peraturan Bupati Sidoarjo 
Berdasarkan data yang peneliti dapatkan, pihak penyewa 
rusunawa bercerita bahwa terdapat akibat positif dan negatif dari 
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sewa menyewa rusunawa milik pemerintah Siodarjo tersebut. Akibat 
positifnya adalah dengan adanya sewa menyewa satuan unit di 
rusunawa tersebut terdapat manfaat yang sangat mempengaruhi dan 
menolong kehidupan   masyarakat, khususnya wilayah Sidoarjo dan 
sekitarnya. Seperti contoh yang peneliti temukan pada saat 
wawancara dengan Ibu Kusmiatin asal Trosobo. Sebelum menyewa 
kamar untuk hunian keluarganya, sehari-hari Ibu Kusmiatin beserta 
suaminya harus tinggal di kos-kosan yang penuh sesak. Akan tetapi 
dengan menyewa kamar di rusunawa tersebut, kehidupan Ibu 
Kusmiatin jauh lebih baik.
20
 
Hal senada juga diceritakan langsung oleh Bapak Asep, Bapak  
Asep yang sehari-hari bekerja sebagai buruh pabrik merasa tertolong 
dengan adanya sewa menyewa di rusunawa tersebut. Meskipun kamar 
rusunawa tersebut tidak begitu luas, namun cukup untuk beliau dan 
keluarganya untuk tinggal di dalamnya dan bisa hidup lebih mandiri 
dari orang tua maupun mertuanya.
21
 
Peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Djumariyah 
selaku pemilik toko yang berjualan di lantai dasar rusunawa. Beliau 
merasa sangat bersyukur sekali bisa memiliki area untuk berjualan di 
lantai dasar tersebut. Sehari-hari Ibu Djumariyah berjualan kebutuhan 
pokok rumah tangga seperti, galon air, lpg, dan juga kebutuhan 
sembako lainnya. Meskipun kecil dan tidak seberapa banyak barang 
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yang dijualkan, beliau merasa tertolong dengan adanya kios tersebut 
dan dapat membantu perekonomian keluarga kecilnya yang telah 
menetap di rusunawa selama 4 tahun lebih.
22
 
Menurut para penghuni rusunawa dengan adanya toko sembako 
dan makanan warung tersebut, membantu para penghuni yang hendak 
berbelanja kebutuhan sehari-hari. Kata ibu Endang sebelum adanya 
toko milik Ibu Djumariah, beliau harus berjalan cukup jauh untuk 
membeli bahan pokok tersebut. 
Selain akibat positif yang didapatkan oleh pihak penyewa 
dengan adanya sewa menyewa rusunawa tersebut, terdapat 
kekhawatiran yang didapatkan pihak penyewa yakni pertama, jika 
tarif yang ada di lantai 5 terus menerus terdapat selisih harga Rp. 
5.000,00 yang lebih mahal dari tarif lantai lainnya itu akan merugikan 
pihak penyewa juga. Disamping posisi lantai yang begitu paling atas 
dan anak tangga yang banyak, selisih harga Rp. 5.000,00 tersebut 
amatlah banyak bagi penyewa disamping tarif tagihan listrik dan air 
yang berbeda dengan tarif utama, yakni tarif sewa kamar susun pada 
rusunawa. Kedua, tarif kios atau lapak untuk dagangan para penghuni 
ataupun non penghuni yang mana untuk ukuran yang berbeda akan 
tetapi disamaratakan harga tarif sewanya. Hal tersebut sangat tidak 
menguntungkan bagi penyewa kios atau lapak yang mendapat ukuran 
yang lebih kecil karena disamping tidak dapat menjualkan barang 
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dagangan lebih banyak, maka akan timbul sikap yang tidak sehat saat 
berdagang seperti iri kepada penyewa yang mendapatkan ukuran kios 
atau lapak lebih besar. Dan juga ditakutkan suatu saat kios atau lapak 
yang digunakan berjualan diminta kembali oleh pihak pengelola 
rusunawa dengan tagihan sewa yang lebih mahal dari ketentuan 
Peraturan Bupati Sidoarjo, maka pihak penyewa harus rela 
mengembalikan tempat tersebut kepada pihak pengelola dan harus 
ikhlas dibongkar tanpa ada ganti rugi sedikitpun. 


































TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BUPATI 
SIDOARJO NOMOR 24 TAHUN 2018 TERHADAP PENERAPAN 
TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 
WONOCOLO KABUPATEN SIDOARJO 
 
A. Tinjauan Penerapan Tarif Sewa Menyewa yang terjadi di Rusunawa 
Wonocolo Kabupaten Sidoarjo Perspektif Hukum Islam 
 
Pada bab ini, penulis akan mengulas secara terperinci mengenai 
praktik penerapan tarif sewa menyewa di Rusunawa Wonocolo 
Kabupaten Sidoarjo. Sebagai pijakan dasar pengambilan kesimpulan dan 
untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan hukum sesuai dengan 
objek yang dikaji dalam skripsi ini. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Rusunawa Wonocolo 
Kabupaten Sidoarjo, maka pertama kali yang perlu dianalisis adalah 
bagaimana praktik penerapan tarif sewa menyewa yang terjadi di 
Rusunawa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo. Penulis telah melakukan 
penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan guna melengkapi 
kesimpulan skripsi ini.  
Dalam melangsungkan kehidupan, manusia pastinya selalu 
membutuhkan tempat tinggal, akan tetapi terbatasnya lahan dan 
mahalnya harga sebuah rumah membuat sebagian masyarakat yang 
tinggal di perkotaan memilih untuk tinggal di rumah susun dengan 



































membayar biaya sewanya per bulan. Meskipun tidak seluas rumah pada 
umumnya, akan tetapi dengan adanya rusunawa ikut memecahkan 
masalah sosial pada daerah padat penduduk, khususnya Sidoarjo dan 
sekitarnya.  
Praktik sewa menyewa yang ada di kalangan masyarakat pada 
umumnya masih menggunakan cara-cara yang lama yang hanya 
didasarkan pada unsur kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. 
Sedangkan, menurut hukum Islam, sebaiknya ada bukti tertulis yang 
berisi tentang akad, lama penyewaan, hak dan kewajiban pemilik dan 
penyewa, dan bermaterai sebagai kekuatan untuk menghindari kejadian-
kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari. Seperti yang sudah 
dijelaskan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282, yakni:
1
 
 ٍلَجَأ َلَِإ ٍنْيَدِب ْمُتْن َياَدَتاَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ُهوُُبتْكَاف ى ِّمَسُم   
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. 
 
Seperti yang telah dikemukakan pada bab yang sebelumnya, 
bahwa penerapan tarif sewa yang terjadi di Rusunawa Wonocolo tidak 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Sidoarjo yang berlaku. 
Berdasarkan praktiknya, transaksi yang terjadi antara pengelola rusunawa 
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 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit 
Diponegoro, 2007), hal. 351. 



































dengan penyewa adalah sewa menyewa rusunawa. Sewa menyewa 
rusunawa adalah sewa menyewa yang sudah disepakati oleh kedua belah 
pihak dengan membayar uang sewa yang telah disepakati.  
Sewa menyewa dalam istilah mua>malah disebut dengan ija>rah. 
Sedangkan pemilik disebut mu’jir dan penyewa disebut musta’jir. 
Sebagaimana pengertiannya, ija>rah adalah jual beli manfaat atas barang 
tertentu guna untuk memenuhi atau meringankan kebutuhan umat 
manusia dalam kehidupannya sehari-hari, dengan jangka waktu tertentu 
dan dengan biaya yang sudah disepakati bersama. 
Dalam praktiknya, transaksi ija>rah dilakukan secara langsung di 
Rusunawa Wonocolo. Pihak pengelola selaku mu’jir menyewakan satuan 
unit rusunawa yang bertujuan untuk membantu masyarakat sekitar yang 
belum memiliki hunian tetap agar bisa tinggal sementara di rusunawa 
tersebut. Hunian tersebut belum termasuk biaya untuk listrik dan air yang 
dibebankan kepada masing-masing penyewa rusunawa. 
Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka 
terjadilah akad (ijab dan qabul). Dalam melakukan akad dilakukan secara 
tertulis maupun dalam bentuk lisan. Praktik ijab dan qabul dengan cara 
tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena dalam 
melakukan shighat dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yakni secara 
lisan, tertulis, isyarat maupun secara perbuatan yang telah menjadi 
kebiasaan. Dengan demikian ijab dan qabul yang dilakukan antara 
pengelola rusunawa dengan penyewa rusunawa adalah ijab  dan qabul 



































yang sah karena dilakukan secara tertulis melalui surat pernyataan sewa 
menyewa yang telah disediakan oleh pihak rusunawa dengan syarat 
tertentu di dalam surat tersebut. 
Syarat dan rukun sewa menyewa (ija>rah) merupakan hal 
terpenting yang harus ada sebelum pelaksanaan sewa menyewa tersebut. 
Jika syarat dan rukunnya tidak dapat terwujud, maka akad sewa menyewa 
menjadi batal. Adapun sewa menyewa unit hunian di rusunawa 
Wonocolo, dilihat dari pelaksanaannya yakni sebagai berikut: 
Rukun ija>rah, yaitu: 
a. Aqid (orang yang berakad), yaitu pihak pengelola rusunawa Wonocolo 
(mu’jir) dan pihak penyewa rusunawa Wonocolo (musta’jir).2 
b. Shighat (ijab dan qabul). Ijab merupakan pernyataan dari pihak mu’jir 
untuk menyewakan hunian Rusunawa Wonocolo dan qabul merupakan 
persetujuan dari pihak musta’jir rusunawa yang disewakan oleh 
mu’jir.3 
c. Upah atau uang sewa imbalan (ujrah). Biaya sewa setiap bulannya 
berdasarkan lantai yang dihuni. Namun dalam prakteknya, penerapan 
tarif sewa pada lantai 5 dan tarif sewa kios berbeda dan tidak sesuai 
dengan Peraturan Bupati Sidoarjo yang ada. 
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d. Manfaat obyek sewa. Dalam penelitian ini, manfaat obyek sewa adalah 
benar-benar unit hunian rusunawa untuk tempat tinggal sementara bagi 
penyewa tanpa batasan waktu yang ditentukan.
4
 
Secara umum, rukun ija>rah yang terdapat dalam proses sewa 
menyewa satuan unit hunian Rusunawa Wonocolo ini belum sesuai 
dengan rukun ija>rah yang telah ditetapkan oleh syara’ karena dalam salah 
satu rukunnya yakni upah atau ujrahnya terdapat ketidaksesuaian tarif 
sewa yang dibebankan kepada penghuni berdasarkan peraturan yang 
menjadi acuan tarif tersebut diberlakukan. 
Selain adanya rukun ija>rah, harus ada syarat-syarat yang harus 
dipenuhi dalam proses ija>rah. Berikut syarat sah apabila terjadi akad 
ija>rah: 
a. Adanya kerelaan antara kedua pelaku akad. Dalam penelitian ini tidak 
ada ungkapan keterpaksaan dari kedua belah pihak yang melakukan 
akad. 
b. Hendaknya obyek akad harus diketahui manfaatnya guna untuk 
menghindari adanya perselisihan di kemudian hari. Sehingga obyek 
akad ija>rah harus jelas jenis, tipe, kadar, dan sifat dari obyek tersebut. 
Obyek dari penelitian ini adalah satuan unit hunian pada Rusunawa 
Wonocolo yang terdiri dari 4 blok dan setiap blok memiliki 5 lantai 
rusunawa dan juga kios untuk berdagang. 
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c. Obyek akad dapat diserahkan secara nyata (hakiki) maupun syara’. 
Unit hunian pada Rusunawa Wonocolo nyata adanya dan tidak sedang 
atau dalam kasus apapun. 
d. Manfaat yang dijadikan obyek ija>rah dibolehkan secara syara’.5 
e. Hendaknya upah berupa harta yang bernilai dan dapat diketahui. 
6
Metode pembayaran yang terjadi di rusunawa Wonocolo adalah 
menyerahkan secara langsung tarif sewa sesuai dengan lantai yang 
ditempati beserta tagihan listrik dan air yang dibebankan kepada 
masing-masing penghuni atau penyewa sesuai pemakaian kepada 
bagian administrasi Rusunawa Wonocolo. 
Begitu pula yang terjadi di rusunawa Wonocolo, bahwa kedua 
belah pihak yang melakukan sewa menyewa sudah melakukan akad 
tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum 
Islam. 
Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh obyek akad, yaitu: 
a. Obyek ija>rah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan 
tidak ada cacatnya. 
b. Obyek ija>rah adalah sesuai syara’, tidak boleh menyewa seseorang 
untuk mendukun orang lain, menyewa orang untuk membunuh orang 
lain, begitu pula tidak boleh menyewa rumah atau gedung bangunan 
untuk dijadikan tempat-tempat maksiat. 
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c. Obyek yang disewakan bukan merupakan suatu kewajiban bagi 
penyewa. 
d. Obyek ija>rah merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, 
kendaraan, dan alat-alat perkantoran. 
e. Adanya penjelasan batas waktu pelaksanaan akad sewa menyewa yang 
jelas. 
Begitupun yang terjadi di rusunawa Wonocolo, bahwa syarat 
obyek akad sewa menyewa unit hunian rusunawa tersebut sesuai 
dengan syarat obyek akad yang telah ditentukan oleh syara’. Hal ini 




 َايدوُقُعْلِاب اوُفَْوأوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ    
Artinya: ‚Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu‛. 
 
Jadi, praktik penerapan tarif sewa menyewa yang terjadi di 
Rusunawa Wonocolo ini belum sesuai dengan syariat Islam, karena 
masih belum memenuhi rukun dari obyek akad ija>rah itu sendiri, dalam 
salah satu rukunnya yakni upah atau ujrahnya terdapat ketidaksesuaian 
tarif sewa yang dibebankan kepada penghuni berdasarkan peraturan 
yang menjadi acuan tarif tersebut diberlakukan. 
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B. Tinjauan Penerapan Tarif Sewa Menyewa yang terjadi di Rusunawa 
Wonocolo Kabupaten Sidoarjo Perspektif Peraturan Bupati  Sidoarjo 
Nomor 24 Tahun 2018 
 
Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2018 
terhadap tarif sewa rumah susun sederhana sewa atau rusunawa di 
Kabupaten Sidoarjo, praktik penerapan tarif sewa menyewa rusunawa 
yang terjadi di Rusunawa Wonocolo Kabupaten Sidoarjo ini tidak sesuai 
dengan Pedoman Penetapan Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa di 
Kabupaten Sidoarjo, antara lain: 
a.  Rusunawa Wonocolo 
Twinblok 1,2,3,4 Type 24 
Lantai  Tarif perbulan 
Lantai 1 Rp. 295.000,00 
Lantai 2 Rp. 295.000,00 
Lantai 3 Rp. 270.000,00 
Lantai 4 Rp. 245.000,00 
Lantai 5 Rp. 215.000,00 
 
    Tarif sewa kios 
Lantai Tarif perbulan 
Kios (4,50 x 5,40) Rp. 398.250,00 
Kios (4,50 x 2,70) Rp. 238.950,00 
Kios (tanpa rollingdoor) Rp. 25.000,00/m2 
 
Dalam praktiknya penerapan tarif sewa menyewa yang dipungut 
pada rusunawa di setiap blok pada lantai 5 mengalami perbedaan dari 
harga yang telah ditetapkan, yakni yang asalnya Rp. 215.000,00 menjadi 
Rp. 220.000,00 per bulan. Dan juga untuk tarif sewa kios pun 



































disamaratakan menjadi Rp. 395.000,00, per bulan. Hal ini sangatlah 
berbanding jauh dengan obyek sewa yang sama namun harga berbeda. 
Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 
4 ayat (1) dan (2) telah dijelaskan bahwa penetapan besaran tarif sewa 
tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian tarif satuan rusunawa di 
Kabupaten Sidoarjo, serta memperhitungkan pengeluaran biaya 
operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan rusunawa.  
Akan tetapi pada praktiknya pihak pengelola tidak mengikuti 
aturan yang berlaku. Meskipun pada lantai 1 hingga lantai 4 tidak 
mengalami penambahan atau pengurangan harga, akan tetapi penambahan 
harga sewa pada lantai 5 tersebut tidaklah diperbolehkan. Dan juga 
penyamarataan tarif sewa kios yang berbeda ukuran tersebut sangat tidak 
sesuai dengan apa yang penyewa dapatkan. Hal ini nantinya akan 
menimbulkan kesenjangan antara sesama penghuni rusunawa yang 
menyewa ataupun pedagang yang mendapati ukuran kiosnya lebih kecil 
dibanding lainnya meskipun harga sewanya sama. Karena pemerintah 
mengeluarkan aturan tersebut sudah ditimbang antara kepentingan dan 
biaya operasional yang memang dibutuhkan dalam menentukan tarif sewa 
rusunawa tersebut. ُ 
Jadi, meskipun sudah terjadi transaksi sewa menyewa dalam 
rusunawa tersebut, akan tetapi praktik penerapan tarif sewa rusunawa 
tersebut masih belum memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal-



































pasal penerapan tarif sewa rusunawa yang ada dalam Peraturan Bupati 













































Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan 
yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 
1. Penerapan tarif sewa menyewa yang terjadi di Rusunawa Wonocolo 
yaitu karena adanya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 
2018 tentang Tarif Sewa Rusunawa di Kabupaten Sidoarjo yang 
dijadikan acuan dalam menentukan besaran tarif sewa yang harus 
dibebankan kepada penghuni. Akan tetapi penerapan tarif sewa 
tersebut tidaklah sama rata antara lantai satu dengan lantai lainnya 
dan juga perbedaan penerapan tarif sewa menyewa kios yang 
digunakan untuk berjualan.  
2. Ditinjau dari Hukum Islam yakni pada akad ija>rah, penerapan tarif 
sewa menyewa yang terjadi di Rusunawa Wonocolo ini masih belum 
sesuai dengan syari’at Islam, karena pada ujrahnya terdapat 
ketidaksesuaian tarif sewa yang dibebankan kepada penghuni. Akan 
tetapi ditinjau menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 
2018 penerapan tarif tersebut belum memenuhi syarat-syarat yang 
terdapat dalam pasal 5 ayat 3 peraturan tersebut. Maka penerapan 
tarif yang berbeda tersebut tidaklah diperbolehkan.  





































Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan 
penulisan skripsi ini adalah: 
1. Bagi pihak pengelola maupun pihak penyewa 
Diharapkan bagi pihak pengelola Rusunawa Wonocolo Kabupaten 
Sidoarjo agar dalam praktiknya menerapkan tarif sewa yang telah 
diatur dan ditentukan pada Peraturan Bupati Sidoarjo agar ada 
keterbukaan tarif yang sesuai dan tidak merugikan pihak manapun. 
Disamping itu diharapkan pihak penyewa juga harus mengetahui 
secara pasti melalui peraturan tertulis yang ada tentang besaran tarif 
yang semestinya harus dibayar. 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Diharapkan bagi peneliti yang akan meneliti tentang penerapan 
tarif sewa yang terjadi di rusunawa, masih banyak hal-hal yang dapat 
diteliti tentang pelaksanaannya di lingkup rusunawa. Karena pihak 
pengelola yang melakukan praktik penerapan tarif sewa ini masih 
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